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SAMBUTAN DIREKTUR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera,
Om Suwastiastu,
Namo Buddhaya,

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya
meningkatkan peran kebijakan fiskal dalam rangka
perwujudan kemandirian ekonomi dan kesejahte
raan masyarakat. Salah satu bagian penting dalam
penguatan kapasitas fiskal adalah peningkatan
kualitas pengelolaan APBN yang meliputi tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban,
dan pelaporan APBN.

Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang
efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber
Daya Manusia (SDM) pengelola APBN yang pro-
fesional dan berintegritas. Bendahara Penerimaan
sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Nega-
ra di tingkat Satuan Kerja, memiliki peran strategis
dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan negara.

Seiring dengan dinamika proses bisnis pelaksanaan APBN dan perkembangan teknologi
informasi yang sangat cepat, diperlukan kemampuan Bendahara Penerimaan dalam memper-
barui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya. Untuk itu, diperlukan suatu media
peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para Bendahara Penerimaan yang sesuai dengan
perkembangan terkini proses bisnis dan teknologi informasi di bidang keuangan negara.

Panduan teknis Bendahara Penerimaan ini diharapkan mampu berperan sebagai media pen-
ingkatan kapasitas Bendahara Penerimaan yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Direktorat Sistem Perbenda-
haraan yang telah mewujudkan media pengembangan kapasitas Pejabat Perbendaharaan ini.
Tak lupa saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders/mitra
kerja kami yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi digital ini. Semoga kehadiran
publikasi ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dan mengiringi setiap
langkah kita.

Wassalamu’alaikum Wr. Whb.
Jakarta, Maret 2018

Direktur Jenderal Perbenc%ean

rwanto Harjowiryono
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas selesainya Panduan Teknis
Bendahara Penerimaan yang merupakan volume
kelima dari Seri Digital Panduan Teknis Pejabat
Perbendaharaan Negara. Sebelumnya telah hadir
Panduan Teknis PPSPM (volume 1), Panduan Teknis
PPK (volume 2), dan Panduan Teknis KPA (volume
3).

Panduan Teknis ini didesain sebagai salah satu
solusi dalam upaya peningkatan kapasitas penge-
lola keuangan pada satuan kerja pengelola APBN
khususnya Bendahara Penerimaan serta perbaikan
dan peningkatan pengelolaan keuangan yang

le bih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas
APBN yang berkesinambungan.

Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapa-
tan negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Yang patut menjadi perhatian yaitu Bendahara
Penerimaan bertanggung jawab secara pribadi terhadap uang yang dikelolanya.

Sejalan dengan program go green Kementerian Keuangan, panduan teknis ini disusun dan
dikemas dalam bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara. Selain itu,
dapat membantu meningkatkan kapasitas Bendahara Penerimaan dengan biaya yang lebih
murah, aksesibilitas yang tinggi, dan keterbatasan geografis dapat diatasi.

Saya juga mengapresiasi publikasi panduan teknis ini, sejalan dengan Program Literasi Per-
bendaharaan yang memiliki fokus pada Program Perbendaharaan Menulis. Panduan Teknis
Bendahara Penerimaan kami harapkan bisa berkontribusi pada program yang menjadi tema
utama Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.

Dengan selesainya penyusunan panduan teknis ini, kami mengucapkan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana-
pun, panduan teknis ini tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat meng-
hargai kritik, saran, dan sumbangan pikiran dari seluruh pembaca guna memperbaiki kualitas
panduan teknis ini ke depan.

Akhirnya, semoga keberadaan panduan teknis ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan
pembacanya, khususnya Bendahara Penerimaan, sebagai upaya menuju pengelolaan keua
ngan negara yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Whk.

Jakarta, Maret 2018
Direktur Sistem Perbendaharaan

€ —

Handayaningsih
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PENDAHULUAN

[ PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari instrumen pemerintah
untuk mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan yaitu mewujudkan
masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peraturan
dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara disusun baik untuk
proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
terkait pengelolaan keuangan negara. SDM memainkan peranan penting dalam
pengelolaan keuangan negara, baik dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peranan penting dimaksud tercermin dariketerlibatan SDM tersebut dalam fungsi

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan.

Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur di dalam Bab Il Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara
spesifik mengatur tentang Pejabat Perbendaharaan Negara. Di dalam regulasi
tersebut, Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri dari Pengguna Anggaran,
Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menguraikan lebih rinci
cakupan Pejabat Perbendaharaan Negara yang tergolong Pengguna Anggaran,
meliputi Pengguna Anggaran (PA) itu sendiri, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM), dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Dalam struktur
organisasi pengelolaan keuangan Satuan Kerja (Satker), suatu Satker memiliki

Pejabat Perbendaharaan Negara yang terdiri dari 1 (satu) KPA, 1 (satu) atau lebih
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PPK, 1 (satu) orang PPSPM, dan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Penerimaan (untuk Satker yang memiliki Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) Fungsional).

Sebagai kelanjutan dari Seri Panduan Teknis Digital Pejabat Perbendaharaan
Negara, juga dalam rangka menyediakan media peningkatan kapasitas Pejabat
Perbendaharaan Negara dalam mengemban tugas dan wewenangnya dalam
mengelola keuangan APBN di seluruh Satker, maka Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) berinisiasi untuk menerbitkan publikasi
digital yang dapat digunakan oleh salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara,
yaitu Bendahara Penerimaan. Pada Bab ini, disajikan berbagai informasi
pendahuluan bagi para pembaca, mulai dari latar belakang, tujuan, sampai

dengan ruang lingkup penulisan.

I. LATAR BELAKANG

Sebagai cerminan atas penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practice) dalam
pengelolaan keuangan negara, pengelolaan APBN seyogyanya dilaksanakan
berlandaskan prinsip profesionalisme, transparansi (keterbukaan), dan
akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, sebagaimana tercermin pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk itu, diperlukan
penguatan elemen SDM pengelola keuangan, yang pada tataran teknis
diwujudkan antara lain melalui berbagai program peningkatan kapasitas Pejabat

Perbendaharaan Negara. Berdasarkan data vyang dimiliki oleh Ditjen

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan




Perbendaharaan sampai dengan akhir bulan Maret 2017, terdapat 95.659 Pejabat
Perbendaharaan Negara yang tersebar pada 23.653 Satker di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut tersebar secara geografis dari kota besar sampai dengan pelosok
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan jumlahnya yang besar dan cakupan
geografis yang sangat luas, peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan diklat
saja tidak cukup dengan berbagai pertimbangan, antara lain efisiensi dan

efektifitas.

Salah satu solusi yang diinisiasi Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan
dukungan pengembangan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara vyaitu
dengan menyusun sebuah Panduan Teknis Bendahara Penerimaan yang
dipublikasikan secara elektronik. Publikasi elektronik ini diharapkan dapat
mengatasi masalah cakupan geografis yang luas dan jumlah Pejabat
Perbendaharaan yang sangat banyak. Dengan semangat go green, pemanfaatan
teknologi buku digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas

program peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara.

Panduan teknis ini disusun sebagai volume keempat dari Seri Panduan Teknis
Digital Pejabat Perbendaharaan Negara. Selain karena pentingnya peran
Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan keuangan Satker sebagai
“kepanjangan tangan” Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang
ada di Satker dan bertanggung jawab terhadap penerimaan negara yang
dikelolanya, Bendahara Penerimaan juga menjadi topik yang dipilih dalam rangka
memperkaya Seri Panduan Teknis Digital Pejabat Perbendaharaan Negara yang
sebelumnya telah mempublikasikan Panduan Teknis PPSPM dan PPK pada

volume-volume sebelumnya. Dalam tataran teknis, Bendahara Penerimaan
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bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan
APBN. Yang patut menjadi perhatian yaitu Bendahara Penerimaan bertanggung

jawab secara pribadi terhadap uang yang dikelolanya.

Selain dari peran penting Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan APBN,
beberapa permasalahan terkait penerimaan negara masih banyak yang
disebabkan oleh kesalahan perhitungan penerimaan PNBP sehingga

menyebabkan penerimaan negara lebih sedikit dari yang seharusnya.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi lebih lanjut dalam rangka
meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada tingkatan Satker. Salah satu
strategi yang perlu ditempuh dengan serius adalah peningkatan kapasitas Pejabat
Perbendaharaan Negara yang merupakan elemen SDM dalam pengelolaan
keuangan satuan kerja. Dengan jumlah Pejabat Perbendaharaan Negara yang
sangat banyak dan tersebar di seluruh satker di Indonesia, maka dibutuhkan
sebuah media peningkatan kapasitas alternatif selain dari pendidikan dan
pelatihan yang selama ini menjadi moda utama dalam peningkatan kapasitas

SDM.

Dengan menerbitkan Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran secara digital
diharapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Sistem
Perbendaharaan dapat menyediakan alternatif berupa media peningkatan
kapasitas yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh Pejabat
Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi

publikasi digital juga diharap biaya dalam memproduksi media peningkatan
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kapasitas ini dapat ditekan dengan meminimalisir pencetakan konvensional yang
menggunakan kertas dan membutuhkan biaya yang besar, sehingga efektivitas
dan efisiensi peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara dapat

ditingkatkan.

M. TUJUAN

Sebagai salah satu bagian dari Seri Panduan Teknis Digital Pejabat
Perbendaharaan Negara, buku ini diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan

sebagai berikut:

1. Referensi Bagi Bendahara Penerimaan

Panduan Teknis ini merupakan referensi tambahan bagi Bendahara
Penerimaan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bendahara
Penerimaan agar tetap mengacu pada referensi pokok/utama berupa
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara,
antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaaan APBN, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor

162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan
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dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN, dan PMK
Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN,

beserta peraturan-peraturan teknis turunannya.

Kehadiran Panduan Teknis Bendahara Penerimaan diharapkan dapat
membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
Melalui panduan teknis ini diharapkan Bendahara Penerimaan dapat
memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan peningkatan kapasitas yang
meliputi: konsep, peraturan perundang-undangan, dan aplikasi yang

digunakan sesuai tugas dan wewenangnya.

2. Bahan Pembinaan Kanwil dan KPPN

Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan dan KPPN memiliki tugas dan
fungsi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan sesuai
lingkup kerjanya masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, hadirnya
Panduan Teknis Bendahara Penerimaan dapat menjadi salah satu alternatif

sumbangan atau bahan pembinaan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

3. Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja

Peningkatan kapasitas SDM Pejabat Perbendaharaan Negara khususnya
Bendahara Penerimaan diharapkan memberikan dampak pada penguatan

pengelola keuangan pada Satker pengelola APBN. Panduan Teknis Bendahara

Penerimaan disajikan secara mendasar, bertahap, dan rinci sehingga
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memudahkan untuk dipahami, diharapkan dapat memberikan dampak
signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan Satker ke arah yang lebih

baik dan berkualitas.

4. Tujuan Lainnya

Panduan Teknis ini dipublikasikan dalam bentuk digital (dalam format PDF)
dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam gerakan
efisiensi dan mempermudah distribusi untuk seluruh Bendahara Penerimaan
di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan penerbitan Panduan Teknis digital,
keterbatasan akibat lokasi geografis dapat diatasi dengan kemudahan yang
disediakan teknologi informasi dalam pencetakan dan distribusi. Dengan
meningkatnya tingkat aksesibilitas Panduan Teknis ini, diharapkan Bendahara
Penerimaan yang tersebar di seluruh Satker di wilayah Indonesia dapat

memperoleh panduan ini dengan mudah dan tanpa biaya.

V. RUANG LINGKUP

Target utama sebagai pembaca dari buku ini merupakan para Bendahara
Penerimaan yang bertugas di Satker pengelola APBN. Selain itu, publikasi ini juga
diharapkan dapat menjadi panduan bagi Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya sehari-hari. Oleh karena itu, konteks penulisan panduan
ini adalah tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan. Panduan Teknis ini
disusun dengan mengacu kepada regulasi dan peraturan yang berlaku terkait

tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan keuangan di K/L.
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imaan

2.3 Profil Bendahara Penerimaan Kementeri-
an/Lembaga




PERAN BENDAHARA
PENERIMAAN

Seperti yang telah disampaikan pada Bab |, konteks buku ini terkait dengan tugas
dan wewenang Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan APBN. Tugas dan
wewenang Bendahara Penerimaan meliputi menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga. Untuk memahami pentingnya peran Bendahara
Penerimaan dalam pengelolaan APBN pada tingkat Satker, Bendahara
Penerimaan perlu juga mengetahui mengenai hubungan tugas dan wewenangnya
dengan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, antara lain dengan KPA sebagai
pimpinan dalam struktur pengelolaan keuangan Satker dan PPK sebagai pihak
yang memerintahkan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan. Pemahaman
mengenai aspek ini dapat membantu Bendahara Penerimaan untuk
mendapatkan gambaran mengenai prinsip saling uji (check and balance) dalam

pengelolaan APBN pada tingkat Satker.

Bab ini akan membahas struktur organisasi Pejabat Perbendaharaan Negara dan
peranan Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan APBN pada tingkat Satker.
Aspek konseptual dari Pejabat Perbendaharaan Negara terutama hubungan
antara KPA, PPK, dan Bendahara Penerimaan, akan mengawali bab ini.
Selanjutnya, membahas mengenai tugas-tugas dan wewenang seorang
Bendahara Penerimaan, termasuk cakupan pekerjaannya. Sebagai informasi

tambahan, pada akhir dari bab ini disajikan profil Bendahara Penerimaan pada K/L
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yang dihasilkan dari pemutakhiran database Pejabat Perbendaharaan Negara

yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan sampai dengan tahun 2017.

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yang
merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan
keuangan yang ada pada setiap K/L sampai dengan Satker sebagai unit terkecil

mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Secara konseptual, pondasi dari pengelolaan keuangan negara oleh Pejabat
Perbendaharaan Negara yang menjadi ruh dari pengelolaan APBN adalah prinsip
let the managers manage. Prinsip tersebut secara implisit digambarkan dalam
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri
Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan
negara yang dipisahkan, serta kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Menteri/pimpinan lembaga merupakan
Chief Operating Officer (COO) sedangkan Menteri Keuangan merupakan Chief
Financial Officer (CFO). Dalam pelaksanaan anggaran, keduanya mempunyai
kedudukan yang setara dalam rangka menjaga terlaksananya prinsip saling uji

(check and balance), kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab,
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serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam

penyelenggaraan tugas pemerintah.

No. | Nama Jabatan Tugas dan Wewenang

1 KPA Menyusun DIPA.

Menetapkan PPK untuk melakukan
tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja negara.

Menetapkan PPSPM untuk melakukan
pengujian tagihan dan menerbitkan SPM

atas beban anggaran belanja Negara.

Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola

anggaran/keuangan.

Menetapkan rencana pelaksanaan

kegiatan dan rencana penarikan dana.

Memberikan supervisi dan konsultasi
dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan

penarikan dana.

Mengawasi penatausahaan dokumen dan
transaksi yang berkaitan pelaksanaan

kegiatan dan anggaran.

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan




Menyusun laporan keuangan dan kinerja
atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

PPK

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
dan rencana penarikan dana berdasarkan

DIPA.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa.

Membuat, menandatangani dan
melaksanakan perjanjian/kontrak dengan

Penyedia Barang/Jasa.

Melaksanakan kegiatan swakelola.

Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas

perjanjian/kontrak yang dilakukannya.

Mengendalikan pelaksanaan

perjanjian/kontrak.

Menguji dan menandatangani surat bukti

mengenai hak tagih kepada negara.

Membuat dan menandatangani SPP.

Melaporkan  pelaksanaan/penyelesaian

kegiatan kepada KPA.

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan
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Menyimpan dan menjaga keutuhan

seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Melaksanakan tugas dan wewenang
lainnya yang berkaitan dengan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

PPSPM Menguji kebenaran SPP beserta dokumen
pendukung.

Menolak dan mengembalikan SPP, apabila
SPP tidak memenuhi persyaratan untuk

dibayarkan.

Membebankan  tagihan pada mata

anggaran yang telah disediakan.

Menerbitkan SPM.

Menyimpan dan menjaga keutuhan

seluruh dokumen hak tagih.

Melaporkan pelaksanaan pengujian dan

perintah pembayaran kepada KPA.

Melaksanakan tugas dan wewenang
lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengujian dan perintah

pembayaran.
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4 Bendahara

Penerimaan

Menerima  dan menyimpan uang

pendapatan negara.

Menyetorkan uang pendapatan negara ke

rekening Kas Negara secara periodik sesuai

ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Menatausahakan transaksi uang
pendapatan negara di lingkungan
K/L/Satker.

Menyelenggarakan pembukuan transaksi

uang pendapatan negara.

Mengelola rekening tempat penyimpanan

uang pendapatan negara.

Menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bendahara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa

BUN.

5 Bendahara

Pengeluaran

Menerima  dan menyimpan uang

persediaan.

Melakukan pengujian tagihan yang akan

dibayarkan melalui uang persediaan.

Melakukan pembayaran yang dananya
berasal dari uang persediaan berdasarkan

perintah KPA.

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan
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Menolak perintah pembayaran apabila
tagihan tidak memenuhi persyaratan

untuk dibayarkan.

Melakukan pemotongan/pemungutan dari
pembayaran vyang dilakukannya atas

kewajiban kepada negara.

Menyetorkan pemotongan/pemungutan
kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas

Umum Negara.

Menatausahakan transaksi uang

persediaan.

Menyelenggarakan pembukuan transaksi

uang persediaan.

Mengelola rekening tempat penyimpanan

uang persediaan.

Menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bendahara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa

BUN.

Menjalankan tugas kebendaharaan

lainnya.

Tabel 1. Tugas Pejabat Perbendaharaan Negara
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Menteri/pimpinan lembaga, selaku PA, dapat menunjuk Kepala Satker untuk
melaksanakan kegiatan K/L sebagai KPA dan menetapkan Pejabat
Perbendaharaan Negara lainnya. Jabatan KPA tersebut bersifat ex-officio, atau
dalam kata lain, jabatan KPA melekat kepada jabatan Kepala Satker. Apabila
jabatan KPA berakhir atau mengalami pergantian pejabat maka Pejabat

Perbendaharaan Negara yang ditunjuk juga berakhir masa jabatannya.

Gambar 1 di bawah ini merupakan ilustrasi struktur pengelolaan keuangan di
Satuan Kerja. Dalam kewenangannya menetapkan Pejabat Perbendaharaan
Negara lainnya, KPA memiliki wewenang, antara lain menetapkan PPK untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara,
dan menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan
SPM atas beban anggaran belanja negaral. Sedangkan yang memiliki kewenangan
mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran untuk melaksanakan
anggaran pendapatan/belanja negara yaitu Kepala Satker.

Prinsip check and balance di antara Pejabat Perbendaharaan Negara merupakan
salah satu perubahan mendasar yang tidak ada sebelum Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan. Prinsip saling uji
antara K/L dan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal pada tingkat
pemerintahan, dan antara KPA dengan Bendahara Pengeluaran pada tingkat
Satker merupakan hal yang baru diperkenalkan setelah Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 ditetapkan. Selain prinsip saling uji, menteri/pimpinan lembaga dan

KPA pada Satker melakukan fungsi-fungsi manajemen yang merupakan

1 pasal 8 PP No. 45 Tahun 2013.
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18

representasi siklus anggaran, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban.

MENTERI/PIMP. LEMBAGA
(1)

|

KUASA PA
KEPALA SATKER
2

! : !

t PENGGUNA ANGGARAN ]

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGUJI SPP
PPK PPSPM PENERIMAAN dan/atau PENGELUARAN
) L @) (5)

» (2) tidak boleh merangkap (5)
¥ (3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap

Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka:
%+ (2) dapat merangkap (3) atau (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
PMK Nomor 190/PMK.05/2012

Gambar 1. Struktur Pengelola Keuangan Negara

Struktur kelembagaan dan tata kerja Pejabat Perbendaharaan Negara selanjutnya
di rinci secara detil pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK No.
190/PMK.05/2012. Dalam PMK tersebut, diatur bahwa untuk 1 (satu) DIPA, KPA
dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK? dan 1 (satu) PPSPM?3, dan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran

pendapatan/belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara

2 pasal 11 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013.
3 pasal 14 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013.
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Penerimaan dan/atau Pengeluaran di setiap Satker serta menegaskan bahwa
kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada
Kepala Satker. Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) dan (2) PMK No.
190/PMK.05/2012.

Selain mengatur kewenangan pengangkatan oleh KPA, dalam PMK tersebut juga
mengatur mengenai  perangkapan jabatan dalam  struktur Pejabat
Perbendaharaan Negara pada Satker. Lebih jauh, dalam rangka memenuhi prinsip
check and balance, mengatur bahwa jabatan Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM (pasal
22 ayat (5)). Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara,
dimungkinkan perangkapan fungsi Pejabat Perbendaharaan Negara dengan
memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance). Untuk
perangkapan jabatan yang diperbolehkan ketentuan ini, yaitu perangkapan
jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM, dan namun tidak memperkenankan PPK
merangkap sebagai PPSPM.

Jabatan & Bendahara Bendahara
KPA PPK PPSPM

Perangkapan Penerimaan Pengeluaran

KPA v v X X

PPK v X X X

PPSPM v X X X

Bendahara X
X X X

Penerimaan

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan
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Bendahara

Pengeluaran

Tabel 2. Perangkapan Pejabat Perbendaharaan Negara

Kesimpulannya, sebagai seorang manajer keuangan pada tingkat Satker, seorang
KPA diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan pada tingkat Satker
dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sebagai seorang manajer, KPA
dibantu oleh PPK dalam hal membuat tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
negara dan di sisi lain menunjuk PPSPM dalam menguji tagihan atas beban APBN.
Dengan kata lain PPK dan PPSPM menerima delegasi wewenang dari KPA terkait
pengelolaan keuangan Satker. Sedangkan Kepala Satker mengangkat Bendahara

Penerimaan dan/atau Pengeluaran dalam rangka melaksanakan APBN.

II.  TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN

Belanja Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non-kementerian®. Sama seperti
Bendahara  Pengeluaran, Bendahara Penerimaan secara fungsional

bertanggungjawab kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan
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seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN®.

Bendahara Penerimaan memiliki tugas :

1. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara;

2. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara seacar
periodic sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

3. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja;

4. Menyelengarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara;

5. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan

6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan

Pemeriksan Keuangan dan Kuasa BUN.

M. PROFIL BENDAHARA PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Datayang Dikumpulkan

Berdasarkan hasil pemutakhiran database Pejabat Perbendaharaan Negara
pada Satker pengelola APBN yang diterima dari KPPN dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan tahun 2016 (data diolah terakhir per 31 Maret 2017), Ditjen
Perbendaharaan telah melakukan inventarisasi data Pejabat Perbendaharaan
Negara pada K/L berjumlah 22.060 dari total 23.653 Satker (data SPAN per
tanggal 31 Desember 2016) atau 93,27%. Dari 22.060 Satker tersebut,

5 Pasal 4 PMK 162/PMK.05/2013
Panduan Teknis Bendahara Penerimaan
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terdata 22.060 KPA, 25.545 PPK, 21.012 PPSPM, 3.465 Bendahara

Penerimaan, dan 20.956 Bendahara Pengeluaran.

Bendahara
Penerimaan Satuan Kerja

3.265

Gambar 2. Jumlah Bendahara Penerimaan

2. Usia dan Golongan Bendahara Penerimaan

Secara Usia, Bendahara Penerimaaan berada pada beberapa kelompok,

yaitu:
Usia Jumlah Persentase
19-30 679 21%
31-40 1.513 46%
41-50 731 22%
>51 342 10%

Tabel 3. Persentase Bendahara Penerimaan berdasarkan usia
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Umur Bendahara Penerimaan

m19-30 m31-40 wm41-50 m>51

Gambar 3. Komposisi Umur Bendaharaa Penerimaan

Sedangkan secara golongan, Bendahara Penerimaan berada pada beberapa

kelompok golongan, yaitu :

Golongan Jumlah Persentase
[ 14 0.43%

I 1.386 42.43%

1l 1.847 56.59%

v 18 0.55%

Tabel 4. Persentase Bendahara Penerimaan berdasarkan Golongan

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan
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Golongan Bendahara

Penerimaan
Gol |

EGoll mGolll mGollll mGol IV

Gambar 4. Komposisi Bendahara Penerimaan berdasarkan Golongan

3. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerimaan

Untuk dapat diangkat menjadi bendahara penerimaan, sama halnya dengan

bendahara pengeluaran, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil
b. Pendidikan minmal SLTA atau sederajat

c. Golongan Minimal Il/b atau sederajat
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Pendidikan Jumlah Persentase ‘
SLTA dan sederajatnya 1193 37%

Diploma 464 14%

Sarjana dan sederajatnya 1476 45%

Magister 132 4%

Tabel 5. Persentase Bendahara Penerimaan berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Bendahara
Penerimaan

ESLTA mDiploma mSarjana m Magister

Gambar 5. Persentase Bendahara Penerimaan erdasarkan Pendidikan
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Bab ini membahas pokok-pokok atau ketentuan mendasar yang harus dipahami
oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

wewenangnya. Dengan membaca bab ini, pembaca diharapkan:

1. Mengetahui ketentuan umum, khusus, dan lain-lain terkait pelaksanaan tugas

Bendahara Penerimaan;
2. Memahami berbagai istilah dalam pelaksanaan APBN secara umum;

3. Memahami struktur dan kodifikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
4. Memahami dan mampu menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) yang tepat;

5. Memahami dan mengimplementasikan ketentuan dan batasan standar biaya

APBN;
6. Memahami proses sertifikasi bendahara;

7. Memahami prosedur pengangkatan, serah terima jabatan, dan

pemberhentian Bendahara Penerimaan;
8. Memahami prosedur pengelolaan rekening Bendahara Penerimaan;
9. Memahami alur pembayaran kepada pihak ketiga/pihak penerima;

10. Memahami jenis dokumen yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan.
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENERIMAAN

BAB

PEMAHAMAN DASAR TUGAS
BENDAHARA PENERIMAAN

3.1  Aturan Umum Keuangan Negara dan Tugas
Bendahara Penerimaan

3.2 Aturan dan Ketentuan Lainnya Terkait Tugas
Bendahara Penerimaan

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
3.4 Bagan Akun Standar (BAS)

3.5 Sistem Penerimaan Negara

3.6 Sertifikasi Bendahara

3.7 Pengangkatan, Serah Terima Jabatan dan Pem-
berhentian Bendahara Penerimaan

3.8 Pengelolaan Rekening Bendahara Penerimaan

3.9 Dokumen yang Harus Dipahami Bendahara
Penerimaan




PEMAHAMAN DASAR
TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN

Bab ini membahas pokok-pokok atau ketentuan mendasar yang harus dipahami
oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

wewenangnya. Dengan membaca bab ini, pembaca diharapkan:

1. Mengetahui ketentuan umum, khusus, dan lain-lain terkait pelaksanaan tugas

Bendahara Penerimaan;
2. Memahami berbagai istilah dalam pelaksanaan APBN secara umum;

3. Memahami struktur dan kodifikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
4. Memahami dan mampu menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) yang tepat;

5. Memahami dan mengimplementasikan ketentuan dan batasan standar biaya

APBN;
6. Memahami proses sertifikasi bendahara;

7. Memahami prosedur pengangkatan, serah terima jabatan, dan

pemberhentian Bendahara Penerimaan;
8. Memahami prosedur pengelolaan rekening Bendahara Penerimaan;
9. Memahami alur pembayaran kepada pihak ketiga/pihak penerima;

10. Memahami jenis dokumen yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan.
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ATURAN  UMUM KEUANGAN NEGARA DAN TUGAS BENDAHARA
PENERIMAAN

Bendahara Penerimaan merupakan salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara
yang memegang peranan sangat krusial di Satuan Kerja, khususnya dalam
mengelola penerimaan negara. Dalam siklus anggaran, khususnya pada tahap
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran akan kita jumpai peran dari
Bendahara Penerimaan. Karena penting dan luasnya cakupan kerja Bendahara
Penerimaan maka Bendahara Penerimaan seharusnya dapat menjalankan tugas

dan kewenangannya dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, hal mendasar yang harus dipahami oleh seorang
Bendahara Penerimaan adalah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan
mengenai pengelolaan keuangan APBN, perbendaharaan negara, sampai dengan

ketentuan yang mengatur teknis operasional.

Adapun ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami oleh seorang Bendahara

Penerimaan yaitu antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan
dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun

Standar;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem

Penerimaan Negara Secara Elektronik;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang
Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban
Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Il ATURAN DAN KETENTUAN LAINNYA TERKAIT TUGAS BENDAHARA
PENERIMAAN

Selain peraturan umum terkait tugas-tugas Bendahara Penerimaan di atas, ada

juga peraturan terkait tugas Bendahara Penerimaan di unit-unit atau

kementerian/lembaga tertentu yang spesifik dan diatur secara khusus, ataupun
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peraturan yang tidak berkaitan dengan tugas Bendahara Penerimaan tetapi harus

dipahami oleh Bendahara Penerimaan, antara lain sebagai berikut:

1.

2.

UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk

Penyusunan dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang

Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban
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Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara.

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-23/PB/2017 tentang
Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBNS. DIPA disusun berdasarkan anggaran
berbasis kinerja, dan dirinci menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis
belanja’. Dokumen tersebut paling sedikit memuat informasi-informasi berupa:
sasaran yang hendak dicapai; pagu anggaran yang dialokasikan; fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja; kantor bayar; rencana penarikan dana; dan rencana
penerimaan dana®. DIPA digunakan oleh PA/KPA sebagai dasar pelaksanaan
pembayaran®. DIPA merupakan dokumen yang memuat jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk suatu Satker dan merupakan dasar penggunaan APBN pada

tingkat Satker.

Pasal 1 angka 22 PP No. 45 Tahun 2013
Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2013.

Pasal 31 PP 45 Tahun 2013.

Pasal 36 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013.

O 0 N O
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DIPA terdiri atas beberapa bagian yang memuat informasi-informasi yang
dibutuhkan sebagai dasar pencairan dana. Dasar hukum pengesahan DIPA setiap
tahun dapat mengalami perubahan, antara lain perubahan format, nomenklatur,
maupun pejabat yang berwenang mengesahkan. Peraturan terbaru terkait
pengesahan DIPA yang berlaku pada saat buku ini disusun adalah PMK Nomor
163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja
Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, yang mulai berlaku per 31 Oktober 2016. Dalam PMK
tersebut dijelaskan bahwa DIPA terdiri atas: (1) DIPA Induk; dan (2) DIPA Petikan'°.
DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut
unit eselon | K/L yang memiliki alokasi anggaran (portofolio)!. DIPA Induk tidak
berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan
dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
Negara'?. Sementara, DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa

Bendahara Umum Negara. DIPA Petikan terdiri atas*3:
1. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan;
2. Halaman I memuat Informasi Kinerja (IA) dan Sumber Dana (IB);

3. Halaman Il memuat Rincian Pengeluaran;

10 pasal 22 ayat (3) PMK No. 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

11 pasal 1 angka 23 PMK No. 163/PMK.02/2016.

12 pasal 24 ayat (4) huruf c PMK No. 163/PMK.02/2016.

13 pasal 24 ayat (1) PMK No. 163/PMK.02/2016.

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan

33



34

4. Halaman lll memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; dan

5. Halaman IV memuat Catatan.
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 203X e

NOMOR : DIPA- aaa bb.c.ddddddi2XXX ONGITAL STAMP

AL INFORMASI KINERJA

Unit Ovgarisasi SO0 I I NI I I I I NI IICIIIIIIK,

2 Besarsn Personiase Ambang Batas Dxx % dark PNGP

PNEP sobesar xx% 3. Salkdo Awat Kas BLU < Rp 999.999.995

g
i
i
¥
i
X
i
2
-
x
%
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4. Saldo Akhir Kas BLL - Rp 999.999.999
Halarman - 1A,

1 Fungsi o Rp. 999999 999.999.999.999
Sub Fungsi xx x Rp. $99.999 999.9959.999 999
Sub Fungsi o XX Rp. "599.990 999 999.990 999
Fungs: Rp. 599,999,999 999.999.999
Sub Fungsi x. Rp."599.999.999.999.999.090
Sub Fungsi x. Rp. "899.999.999 999 999,999

2. Program 0 XX XX Rp. "899.999.999.999.999.999
Hast (Outcome)

2 99999999 oo Rp. "999.999 999 999.990 959
E—— 999.999.99 oo Rp. $99.999.999.999.999.999
oo, DOMMYY
AN
e

GAMBAR 7. HALAMAN IA DIPA (SUMBER:

NP

HALAMAN 325 PMK 163/PMK.02/2016)
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN 3]
TAHUN ANGGARAN 20XX 5
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2X0 o
Il. RINCIAN PENGELUARAN ©
(RIBUAN RUPIAH) o
Kementerian NegarafLembaga : (000 <
Unit Organisasi - 009 =
Prous e S
Kode/Nama Satker i =
Kewenangan : pOQ Halaman - Hl.3oc o
wiem \ mBELANSA w
SE— OWASY| Cara Panariand
Kode JUMLAN SELURUI ‘ =
Dana PEGANA BARAN MOOAL BANTUAN LAIN-LAIN e A m
5 52] 531 SOSL 571 =) [5)
7 ¥ ¥ = =
000K CHIIIHINK, 999.599.599.995 | 935.999.999.999 |  999.599.959.995 |  999.999.999.999 | 599.999.999.999 999.999.999.999 m
K IOC XX HHAI IS SIS I SIS SIS IIIIAIIH A% | 999.999.999.999 |  999.999.999.999 |  999.999.999.999 |  999.999.999.999 |  999.999.990.999 999.999.593 959 >
DS | Sen.000 009009
2000¢ 999.999.999.999 | 999.999.999.999 | 999.999.599.995 | 999.999.999.999 | 995.999.999.999 $99.999.995 999 | XX XX -m
%X SOOI AR IS IIHAN IS 090 506 906 W6 I S s Vs P007000 046 595 | 005,999,000 599 S ER eS| TS SeE s XXX PO 30000000 o
[ 595599599999 | 999999999999 999599.959995 | 999599999999 |  999.999.999.999 999.999.999.995

GAMBAR 9. HALAMAN |l DIPA (SUMBER: HALAMAN 328 PMK 163/PMK.02/2016)
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DIPA Petikan Halaman IV

Kementerian NegarafLembaga ¢

Unit Organisas!
Provinsi
Kode/MNama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR : DPA- asabb.c.dddddd/2XXX
N.CATATAN

DIGITALSTAMP

Halaman : WVxx

{dalam rbuan ruplah)

KODE

KOOE

URAIAN

Wodu st

ode progeam

o kegutan)

e kg dan output

kode kg den ouEut
Kode wn yang

uratan skun yang dber: catatan/mnggakan

Ditjen Anagaren ateu Karwii Oifen Perbendaher san

GAMBAR 11. HALAMAN |V DIPA (SUMBER

e, CO-MMYY

: HALAMAN 331 PMK 163/PMK.02/2016)
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V. BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

Seorang Bendahara Penerimaan pada dasarnya harus mengetahui dan
memahami ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara.
Ketentuan dimaksud antara lain pemahaman dan pengetahuan tentang Bagan
Akun Standar (BAS). BAS merupakan kodefikasi dan klasifikasi yang disusun
berdasarkan kaidah tertentu yang digunakan dalam proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pengaturan BAS lebih lanjut diatur antara lain pada PMK Nomor
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Dirjen
Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 trntang Perubahan atas Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang

Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Bagan Akun Standar adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan vyang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan
pemerintah!*. BAS terdiri atas segmen-segmen dan atribut. Segmen adalah
bagian dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi yang
diakses oleh sistem aplikasi'®. Sedangkan atribut adalah kode tambahan pada

BAS yang mengacu pada Segmen?®.

14 pasal 1 angka 1 PMK No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
15 pasal 1 angka 6 PMK No. 214/PMK.05/2013.
16 pasal 1 angka 7 PMK No. 214/PMK.05/2013.
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BAS tidak hanya bermanfaat pada saat pelaksanaan anggaran semata, namun
dimulai saat perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. BAS

digunakan oleh K/L dan BUN sebagai pedoman dalam'’:

1. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-KL)/Rencana Dana Penerimaan Bendahara Umum Negara (RDP-

BUN);
2. penyusunan DIPA;
3. pelaksanaan anggaran;
4. pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; dan

5. proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat.

Pengisian kode akun pada pembuatan kuitansi dan pembukuan selain
menyesuaikan dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, Bendahara
Penerimaan wajib berpedoman pada ketentuan BAS. Sehingga pengetahuan
dan pemahaman BAS bagi Bendahara Penerimaan sangatlah penting untuk

mengurangi kesalahan penggunaan kode akun tersebut.
Struktur BAS meliputi 12 (dua belas) segmen sebagai berikut!®:
6. Segmen Satker

Segmen Satker mencerminkan adanya unit yang bertanggung jawab dalam

pencatatan transaksi.

17 pasal 4 PMK No. 214/PMK.05,/2013.
18 Bab Il Lampiran PMK No. 214/PMK.05/2013.
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7. Segmen KPPN

Segmen ini menunjukkan adanya fungsi tempat pemrosesan pembayaran
melalui  kantor pelayanan perbendaharaan di bawah Ditjen

Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
8. Segmen Akun dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu :
a. Akun APBN :
1) Estimasi Pendapatan;
2) Apropriasi Belanja;
3) Apropriasi Transfer;
4) Estimasi Penerimaan Pembiayaan; dan
5) Estimasi Penerimaan Pembiayaan.
b. Akun DIPA :
1) Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan;
2) Alotmen Belanja;
3) Alotmen Transfer;
4) Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan; dan
5) Alotmen Penerimaan Pembiayaan.
c. Akun Komitmen :
1) Komitmen Belanja Pegawai;
2) Komitmen Belanja Barang;
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3) Komitmen Belanja Modal;

4) Komitmen Belanja Bunga;

5) Komitmen Belanja Subsidi;

6) Komitmen Belanja Hibah;

7) Komitmen Belanja Bantuan Sosial;
8) Komitmen Belanja Lain-lain; dan

9) Komitmen Transfer.

. Akun Realisasi :

1) Realisasi Pendapatan LO (Laporan Operasional);

2) Realisasi Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran);
3) Realisasi Beban;

4) Realisasi Belanja;

5) Realisasi Beban Transfer;

6) Realisasi Transfer;

7) Realisasi Penerimaan Pembiayaan; dan

8) Realisasi Penerimaan Pembiayaan.

. Akun Transitoris :

1) Penerimaan non anggaran; dan
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2) Penerimaan non anggaran.
f.  Akun Neraca :
1) Aset;
2) Kewajiban; dan
3) Ekuitas.
9. Segmen Program

Segmen program merupakan penjabaran kebijakan Kementerian

Negara/Lembaga yang terdiri atas beberapa kegiatan.
10. Segmen Output

Segmen output akan melekat pada pelaksanaan dan pencapaian suatu
kegiatan, sehingga output merupakan kombinasi dari kode kegiatan dan
kode output, dengan atribut berupa kode fungsi, subfungsi, prioritas, dan

satuan volume output.
11.Segmen Dana

Segmen dana mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan anggaran yang
berasal dari sumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan dana yang

sesuai dengan sumber dana tersebut.
12.Segmen Bank

Segmen Bank mencerminkan penggunaan rekening bank berbeda dalam
pengelolaan anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu Kuasa BUN
yang dalam halini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku

Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah.
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13. Segmen Kewenangan

Dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa kewenangan
sebagai berikut: Kewenangan Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi,

Tugas Pembantuan, Desentralisasi, dan Urusan Bersama.
14. Segmen Lokasi

Lokasi menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan dan/atau penerima

dana.
15.Segmen Anggaran

Dalam siklus pengelolaan APBN terdapat beberapa tahapan pencatatan
transaksi keuangan. Tahapan tersebut terdiri atas transaksi APBN, DIPA,

Realisasi, Pengembalian Realisasi, dan Penyesuaian Akrual.
16.Segmen Antar Entitas

Segmen Antar Entitas merupakan segmen yang berisi Ditagihkan Kepada
Entitas Lain (Due to) dan Diterima Dari Entitas Lain (Due From) sebagai

lawan dari kode Satker untuk transaksi antar entitas.

17.Segmen Cadangan
Kode cadangan saat ini belum digunakan. Kode ini disediakan jika nantinya
dalam pengembangan BAS ke depan akan membutuhkan segmen baru

yang belum tertampung dalam segmen kodefikasi BAS saat ini.

Rincian Struktur BAS dapat digambarkan sesuai tabel di bawah ini:
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No Segmen Digit Uraian Atribut Pelaporan
1 Satker 6 Kode Satker BA, Eselon l,
Konsolidasi Satker
2 KPPN 3 Kode KPPN Kode Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
3 Akun 6 Kode Akun
4 Program 34242 | Kode BA,
Eselon l,
Program
5 Output 4+3 Kode Kegiatan, | Kegiatan, Fungsi,
Output Subfungsi, Satuan
6 Dana 1+1+8 | Kode Sumber | No Register
Dana, Cara
Tarik, No.
Register
7 Bank 1+4 Kode Tipe | Kode KPPN
Rekening, No.
Rekening, Bank
8 Kewenangan 1 Kode
Kewenangan
9 Lokasi 242 Kode Propinsi,
Kab/Kota
10 | Anggaran 1 Kode Anggaran
11 | Antar Entitas | 6 Kode Antar
Entitas
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12 | Cadangan 6 Kode Cadangan | Belum digunakan

Tabel 6. Komponen Bagan Akun Standar

V. SISTEM PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara. Sedangkan
Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan juga dapat diartikan sebagai
seluruh pemasukan yang diterima dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan
uang tanpa dikurangi dengan total biaya produksi uang dikeluarkan,
sedangkan pendapatan adalah total penerimaan setelah dikurangi dengan

biara produksi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Negara alah uang
yang masuk ke Kas Negara, masih bersifat bruto yang belum diperhitungkan
dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan negara
tersebut. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh
pengeluaran negara'®. Ada 3 jaluar yang digunakan untuk penatausahaan

Penerimaan Negara agar masuk ke Kas Negara, yaitu :

a. Melalui Bank/Pos Persepsi;
b. Melalui Bank Tunggal/Bank Indonesia;
c. Melalui potongan SPM/SP2D oleh KPPN.

19 pasal 1 ayat 3 PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan
Negara secara Elektronik
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Saat ini sistem yang digunakan dalam penatausahaan penerimaan negara
adalah sistem Modul Penerimaan Negara. Modul Penerimaan Negara adalah
modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari
penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan

merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Sistem Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN G-1)
secara efektif diberlakukan mulai tahun 2007, dan terhitung sejak 27 Februari
tahun 2014 dilakukan transaksi perdana melalui Modul Penerimaan Negara
(MPN G-2) pada Bank Persepsi yang telah ditetapkan melaksanakan Sistem
Penerimaan Negara secara elektronik, sehingga terdapat 2 (dua) sistem yang
berjalan secara paralel, yaitu Modul Penerimaan Negara Generasi | (MPN G-1)

dan Modul Penerimaan Negara Generasi Il (MPN G-2).

Salah satu perbedaan yang sangat mendasar antara kedua system MPN
tersebut adalah penggunaan konsep billing.Untuk sistem MPN G-1
menggunakan manual billing dan untuk sistem MPN G-2 menggunakan konsep
electronic billingsystem (e-billing system). Tata cara implementasi MPN G2

akan dijelaskan pada bab selanjutnya.
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VI.

SERTIFIKASI BENDAHARA

Sertifikasi bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan
kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi bendahara yang
dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi. Seluruh
bendahara penerimaan/pengeluaran/pengeluaran pembantu yang akan
diangkat harus memiliki sertifikat bendahara yang diperoleh melalui proses

sertifikasi bendahara.

Sertifikasi bendahara merupakan amanat PP No. 45 Tahun 2013 dan Perpres
No. 7 Tahun 2016. Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun
terhitung sejak tanggal Perpres berlaku?® yaitu setelah tanggal 20 Januari
2020, seluruh bendahara penerimaan/pengeluaran/pengeluaran pembantu
yang akan diangkat harus memiliki sertifikat bendahara?! yang diperoleh

melalui proses sertifikasi bendahara.

1. Tujuan Sertifikasi Bendahara

Sertifikasi bendahara bertujuan untuk??:

1. Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas
kompetensi bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan

dalam rangka pelaksanaan APBN;

20 pasal 8 Perpres Nomor 7 Tahun 2016
21 Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 2013.
22 pasal 2 PMK No. 126/PMK.05/2016
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2. Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi
bendahara untuk melaksanakan kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan APBN;

3. Meningkatkan profesionalisme bendahara dalam pengelolaan

keuangan negara; dan

4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

negara.

2. Persyarakatan Peserta Sertifikasi Bendahara

Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut :

1. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia;
2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
3. Golongan paling rendah Il/b atau sederajat; dan

4. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara.

3. Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Dokumen persyaratan pendaftaran sertifikasi bendahara terdiri dari

dokumen persyaratan umum dan dokumen persyaratan tambahan .
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Dokumen persyaratan umum terdiri dari :

1. Fotokopi Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang
telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan

format JPG/PDF;

2. Surat usulan nama calon peserta Sertifikasi dari kepala Satker dalam
bentuk hardcopy dan softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan

oleh Unit Penyelenggara; dan

3. Pasfoto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan

latar belakang merah, ukuran 4x6 softcopy dengan format JPG.

Dokumen persyaratan tambahan pendaftaran sertifikasi bendahara
hanya digunakan pada masa peralihan . Dokumen persyaratan tambahan

pendaftaran sertifikasi bendahara terdiri dari :

1.  Softcopy sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga
diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani
kepegawaian dengan format PDF bagi calon peserta yang memiliki

sertifikat diklat dimaksud; dan/atau

2. Softcopy sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format PDF bagi

calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dipersyaratkan
dalam hal calon peserta Sertifikasi tidak memiliki fotokopi sertifikat diklat

bendahara yang diterbitkan oleh BPPK.
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4. Alur Sertifikasi Bendahara

Alur sertifikasi bendahara berdasarkan PMK No. 128/PMK.05/2017

menjadi sebagai berikut:

Konversi

Ujian sertifikasi @—mm

CBT Dikiat

Gambar 12. Alur Sertifikasi Bendahara

5. Mekanisme Sertifikasi Bendahara

Mekanisme sertifikasi bendahara adalah sebagai berikut:

1. Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan




54

a. Dilaksanakan di manapun selama memiliki akses ke jaringan

internet;
b. Bagi Bendahara yang telah menjabat > 2 tahun, yang:

1) Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan
oleh lembaga diklat selain BPPK atau memiliki sertifikat profesi

yang diterbitkan LSP yang masih berlaku; atau

2) Tidak memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan
oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya, atau sertifikat profesi

yang diterbitkan LSP yang masih berlaku.

2. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) Terintegrasi Penyegaran

(Refreshment)

a. Dilaksanakan di UPS yang memiliki akses ke jaringan intranet

dan/atau internet;
b. Bagi Bendahara yang telah menjabat < 2 tahun, yang:

1) Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan
oleh lembaga diklat selain BPPK atau memiliki sertifikat

profesi yang diterbitkan LSP yang masih berlaku; atau

2) Tidak memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan
oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya, atau sertifikat profesi

yang diterbitkan LSP yang masih berlaku.

3. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) Terintegrasi Diklat

Bendahara
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a. Dilaksanakan di BPPK atau K/L yang bekerjasama dengan BPPK

yang memiliki akses ke jaringan intranet dan/atau internet;

b. Bagi Calon Bendahara yang tidak memiliki sertifikat diklat yang
diterbitkan oleh BPPK.

4. Pengakuan (Konversi) Sertifikat Diklat/Profesi Bendahara

Bagi bendahara/calon bendahara yang memiliki salah satu dari

sertifikat sebagai berikut:

a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan
oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian

Keuangan sebelum tanggal 20 Januari 2016;

b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan
oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya sebelum tanggal

20 Januari 2016;

c. Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebelum tanggal 20 Januari
2016.

VII.  PENGANGKATAN, SERAH TERIMA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN
BENDAHARA PENERIMAAN

1. Pengangkatan Bendahara Penerimaan
Dalam melaksanakan anggaran belanja pada kantor/Satker di lingkungan

Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat
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mengangkat Bendahara Penerimaan 2. Kewenangan tersebut dapat
didelegasikan kepada Kepala Satker 2* . Dengan demikian, yang
mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengangkat Bendahara
Penerimaan adalah Kepala Satker, bukan Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA).

Syarat pengangkatan bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:
1. PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
3. Golongan paling rendah Il/b atau sederajat; dan

4. Memiliki Sertifikat Bendahara (khusus setelah masa peralihan

sertifikasi bendahara berakhir yaitu tanggal 20 Januari 2020).

Selama masa peralihan, Kepala Satker tetap dapat mengangkat seorang
bendahara Penerimaan yang belum memiliki Sertifikat Bendahara.
Namun apabila masa peralihan berakhir, hendaknya Kepala Satker hanya
mengangkat bendahara Penerimaan yang telah memiliki Sertifikat

Bendahara.

Pengangkatan bendahara penerimaan harus dituangkan dalam surat
keputusan. Pengangkatan tersebut tidak terikat periode tahun
anggaran®. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang diangkat

sebagai Bendahara Penerimaan pada saat pergantian periode tahun

23 pasal 22 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2013.
24 pasal 22 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013.
%5 pasal 22 ayat (4) PP No. 45 Tahun 2013.
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anggaran, pengangkatan Bendahara Penerimaan tahun anggaran yang

lalu masih tetap berlaku?®.

2. Serah Terima Jabatan Bendahara Penerimaan

Jabatan bendahara penerimaan dapat berganti setiap waktu dengan
berbagai penyebab, antara lain mutasi, meninggal, dalam proses
pemeriksaan, atau kehendak Kepala Satker. Setiap pergantian bendahara
penerimaan, maka harus dilakukan serah terima jabatan antara
bendahara penerimaan yang lama kepada bendahara penerimaan yang

baru, kecuali yang bersangkutan meninggal.
Adapun langkah-langkah serah terima jabatan tersebut sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan yang lama menutup pembukuan per tanggal

serah terima;

2. Bendahara Penerimaan yang lama membuat berita acara pemeriksaan
kas dan serah terima (dapat melalui aplikasi pembukuan bendahara
yang digunakan, contohnya saat ini menggunakan aplikasi SAS modul

SILABI);

3. Bendahara Penerimaan menyiapkan seluruh dokumen yang akan

diserahkan kepada bendahara penerimaan yang baru;

26 pasal 22 ayat (5) PP No. 45 Tahun 2013.
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4. KPA/PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas baik fisik (uang
tunai yang ada di brankas) maupun non fisik (uang di bank dan

pembukuan);

5. Bendahara Penerimaan yang baru melakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan dokumen yang akan diserahkan dan kesesuaian isi berita

acara baik uang di brankas maupun di bank beserta pembukuannya;

o

Apabila ketiga pihak tersebut telah setuju, maka bendahara
penerimaan yang lama, KPA/PPK atas nama KPA, dan bendahara
penerimaan yang baru harus menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan Kas dan Serah Terima;

~

Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab selanjutnya secara resmi

telah beralih kepada bendahara penerimaan yang baru.

3. Pemberhentian Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
2. Dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;

4. Sakit berkepanjangan;

w

Meninggal dunia; atau

o

Mutasi/berpindah tempat kerja.
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VIIIL PENGELOLAAN REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

Salah satu tugas bendahara penerimaan yang harus dilakukan yaitu mengelola
rekening, dalam hal ini rekening penerimaan. Rekening penerimaan adalah
rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk
menampung uang pendapatan negara untuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada SAtuan Kerja Lingkup Kementerian

Negara/Lembaga?®’. Pengelolaan rekening dimaksud terdiri atas?®:

1. Pemberian Persetujuan Pembukaan Rekening;

2. Melakukan blokir rekening

3. Menutup rekenening; dan

4. Memperoleh informasi atas rekening

1. Pembukaan Rekening Bendahara Panerimaan

Pembukaan rekening pada Bank Umum dilakukan setelah mendapat
perseujuan tertulis dari Kuasa BUD di Daerah dilakukan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Kuasa BUN di Daerah?®. Permohonan persetujuan

pembukaan rekening penerimaan melampirkan :

a. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening, memuat :

27 pasal 1 angka 10 PMK No. 182/PMK.05/2017.
28 pasal 3 PMK No. 252/PMK.05/2014.
29 pasal 5 ayat (1) PMK 182/PMK.05/2017
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1. Tujuan penggunaan rekening;
2. Sumber dana
3. Mekanisme penyaluran dana; dan

Perlakukan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro.

b. Surat kuasa KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU.
Beberapa hal terkait Rekening Penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekening Penerimaan dibuka dalam hal terdapat penerimaan
fungsional pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga

2. Dioperasikan sebagai Rekening bersaldo nihil yang seluruh
penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara;

3. BLU dapat memiliki Rekening Penerimaan dalam hal BLU bertahap
yaitu kondisi dimana Satuan Kerja belum sepenuhnya beroperasi

sebagai BLU.
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Gambar 13. Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukuan Rekening

FORMAT SURAT PERMOHONAN FERSETUJUAN PEMBUEAAN REKENING
KOP SURAT

— -_— -

Nomor  :.eee.ndd)
Sift : Segeta

Lampran e f3)
Hal : Permohonan Persetujuan Penbukaan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharsan Negam . ......... (4
Dr
~13)

Menunjuk Peraturan Menteri Kevangan Nomor © ......../PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Mik Satuen Kepe Imgkup Kementerian
Negara/Lemiega, dengan i lami menganikan permchonan persetiyjuan
pembulnan Rekening sehagai berikut
. Jeniz Rekening
Hank
. Tujuan Penggunaan
Sumber Dana s
. PerkkuanJasa Gzo ...
. Melanizme Penyshuran Dana :

L T o

1Y

Apahila permohonan persetujuan pembukean Rekening ini dsetuyug,
maks Jami ak2n memenuhi semue ketentuan yung dans dalam Permtumn
Menteri Keuangan tersebut diatas,

Demikian dsammeikan, atas kepjasama jyeng ek ducapkan
termakasih.

e (12)

NIP oo ee oo ce e e 1)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

(1) Nomeor suat permohonan persetujuan pembukaan Rekening

2) Lokasi, tanggal/bulanftahun surat permcheonan persetujuan
pembukaan Rekening

(3 Jumlah lampiran surat permohonan persetujuan  pembukaan
Rekening, termasuk Bmpiran berupa Surat Kuasa

(4) Nama KPPN mitra Satuan Kega

S) Alamat KPPN mitra Satuan Kerja

(&) Jenis Rekening yang diajukan permohonannya, misalnya Rekening
Dana Jaminan

7) Nama Bank Umum beserta Cabang tujuan pembukaan Rekening,
misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen

8) Tujuan penggunaan dana, misalnya untuk menampung dana jaminan
lelang tanah pada KPKNL Jakarta |

9) Sumber dana yang akan ditampung pada Rekening, misalnya berasal
dari setoran jaminan cleh para peserta klang.

(10) Diisl TNP atau Non TNP, apabila Non TNP maka ditambahkan
mekanisme penggunasan bunga/nisbah danfatau jasa giro Rekening,
misalnya Non TNP, keseluruhan bunga akan disetorkan ke Kas Negara
setelah lelang,

(11) Penjelasan penyaluran dana Rekening, mulai dari setoran pertama
hingga penerima akhir dana Rekening, misalnya dari setoran jaminan
peserta lelang, dana jaminan akan mengendap pada Rekening. Paca
akhir pericde lelang, dana pemenang lelang berikut seluruh bunga
Rekening akan disetor ke Kas Negara dan dana jaminan peserta yang
tidak menang lelang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(12 Jabatan pemochon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa
Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU
sesual dengan kewenangannya masing-masing,

(13) Nama jelas pemohon persetujuan pembukaan rekening

(14) Nomeor Induk Pegawal pemohon persetujuan pembukaan rekening,
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1. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

SECARA KOLEKTIF
KOP SURAT

Nomor ‘e W ey (2)
Sifat : Segera
Lampiran :........ (3
Hal : Permochonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ......... )

Di

.......... (5

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor © ... FPMEKLOS f2017

tentang Pengeblaan Rekening Milk Satuan Kega lingkup Kementerian
NegarafLembaga, dengan ini kami mengajukan permohenan persetujuan
pembukaan Rekening sebagaimana terlampir dengan keterangan sebagai
berikut:

1. Tujuan Penggunaan : ...[6)

2. Mekanisme Penyaluran Dana :

Apabila permohenan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui,
maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas kenjasama yang baik diucapkan
terimakasih.

Gambar 14. Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukuan Rekening

secara Kolektif
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LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING SECARA KOLEKTIF

Gambar 15. Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening secara Kolektif

Lampiran ........ (11)
......... (12)
......... (13)
DAFTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
Yo Jenis Rekering Bank ﬁuwﬂ:m Sumber Dana « M.M.M o Keterangan
(13) (15) (18) (17) (18} (19)
1
2
3
3
5
dst I I L .
........................................ (20}
........................................ 21)
NIP.....cunisoamanemnqsoassmnmagasan 22)
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(16)
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18
(19

(20)

24
(22)

PETUNJUK PENGEIAN
SURAT PERMOHONAN PERSET UJUAN PEMBUKAAN REKENING
SECARA KOLEXTIP

Nomor sumt permohonan persetiyuan pembukaan Rekening

Lokasi tanggael/bulen/tahun sumt permchonan persetujuan
pembukaan Rekenmg

Jumish bmpran swrat permchoman pemetujuan pembukaan
Rekening, termasuk lampiran beupe Swrat Kussa dan daftar
permohonan pemetijuan pembukann Rekening

Nama KPPN mitra Satan Keja

Alamat KPPN mitma Satuan Kena

Tiguan penggunaan dana, msainya untuk menampung dana hitsh
pelaksansan peniihan gubernur/wakd gubemur Provinsi Kaimentan
Hamt

Penjelasan penymhran dana Rekening, mulal dari setormn pertama
hingga penerima akhir dana Rekening msalnye dana Rekening
RFenampungan Hibah Langsung alan disahorkan melahii Rekening
Penyaluran Dana Hibeh dan dari Rekening Fenyalumn Dans Hibeh
okan digunakan untuk pembaysan pdal pemiZhan
gubernur/wakil gubenur pada labumten/kota di provms:
Kafmantan Bamt

Jabatan pemchon peasetyuan pembulman relening yastu Kussa
Pengguna Anggamn, atau Kepals Sahan Kejje, atau Pimpiman BLU
sesual dengan ke gannya ing. ing

Nama jelas pemohon persetujuan pembuizan rekening

Nomor nduk Pegawai pemohon persetijuan pembulaan rekenmg,
Nomor & surat per persetujuan pembuksan rekening
Nomor surat permohonan persetujuan penbulaan Rekening
Tanggal/bulan /tshun swat permohonan perseujuan pembukaan
Rekening

Jenis Rekening yang dijulan permohonannya, miminya Rekening
Penampungan Dana Hibah langsung dan Rekening Penymhuran Dana
Hibah.

Nama Hank Umum tempat Rekening aken dibuka

Kantor Cabang Bank Umum tempat Rekening alan dibuka,

Sumber dana yang alen ditampung pada Rekening, msalnya beraml
dari dana hibah penyelenggarsan pemibhan gubernur/wakd gubemnur
dan pemermtah provinsi Kafmantan Bamt

Tanda Vapabda alan dimasukkan TNPamu X untuk Non TNP.
Disiapabda ada keterangan tambahan

<

Jabetan pemchon p 7 pembukaan rekenmg yitu Kussa
Pengguna Anggaman, atau Kepls Satuan Kenp, atau Fimpiman BLU
sesuai dengan k - z
Nama jelas pemohon per i P n rel
Nomor Induk Pegawai hom per j bk i

¥

. = =
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C, FORMAT SURAT KUASA
KOP SURAT

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama ~PFPESR SR - |
NP  JEPHTPIRIPOPEIIRS -
Jabatan i (W)
Pada 2, 3 i a6 e i sn i Y

Memberkan kussa penuh kepada @

1. Direktur Jenderal Pebendahamman cq. Direktur Pengelokhen Xas
Negam selaku Kuasa Bendaham Umum Negara Pusat; dan

2, Kepala Kantor Pelayanan Perbendehaman Negam ..o (6
selaku Kussa Bendaham Umum Negam di Deermh.

untuk bertindak sesuai dengan lrwenangannya sebagarmana dmaksud

dalam Pemturan Menten Keuangan Nomor : ..../PMK.05/2017 tentang

PFengelolsan Rekemmg Mik Satuon Keja IEngkup Kementerian

Negara/Lembaga atas seluruh Rekening kategori pemenntah pusat pada

s st mansereresesesl#) SIS NAMA cwicvereren e B Untuk melakukan

pengelolan Rekenmg yang tidak terbatas pada:

1. Memperoleh segalainformasi mengenal Reékening

2. Melkulan Hokir atas Rekening, dan

3. Menutup Rekening dan memindshbuluken saldo ke Rekening Kas
Umum Negara.

Surat Kuasa mi berlaku selama diperfulan oleh Kuam Hendaham Umum

Pusat dan Xuasa Bendahare Umum di Deemh setegaimana dmalisud di

atas.

Demikan digunakan untuk dipagunmalan ssbegaimana mestmya.

i)
1)

[ ( 8 ||
NP, oo {12

¥ Dibuat dua rangkap umtuk lampran kepads Kuas SUN di Deerah
dan untuk bank tempat pembukaan Rekening.

Gambar 16. Format Surat Kuasa
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KUASA
(1 Nomor Surat Kuam
] Nama jelas pembeni kuam
3) Nomorinduk Pegawai pemberi kuasa
(%) Jabatan pembern kuasa, yuitu Kuam Pengguna Anggaran, atan Kepala

Satuan Kene, atau Fmpnan BLU sesux dengan kewenangannya
masing-mASnE.

5) Nama Satuan Keqa
1s) Nama KPPN mitm Satan Kerja
7) Satuan Kerja : Nama Bank Umum
BLU : sehuruh Hank Umum tempet Jami membuka Rekening
2) Satuan Satuan Kepa
9) Lokas, tanggal /bulan/ tahun saat dibuatnya sumt kuasa

(10) Jabatan pemben kuasae, yaitu Kuam Penggune Anggaran, atau Kemls
Satman Kerja, atau Pimpman BLU sesuai dengan kewenangannyo
maosing-masing.

(11) Nama jelas pemberi kuama

(12) Nomor Induk Pegawas pemberi kuas.

Pemberian nama Rekening dilakukan oleh Kuasa BUN dan dicantumkan
dalam surat persetujuan permohonan pembukaan Rekening. Pemberian
nama Rekening tersebut dibuat sesuai ketentuan penamaan rejenung dan
memperhatikan julah karakter penamaan rekening yang dimiliki oleh Bank
Umum sesuai dengan tujuan pembukaan rekening serta penggunaan

penyingkatan na,a Satuan Kerja yang disesuaikan dengan nomenklatur.

Untuk kriteria penerimaan pada Rekening Penerimaan adalah
menggunakan nama “BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)”.

Contoh :

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan
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Rekening Penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
Bandara Soekarno-Hatta mitra kerja KPPN Tangerang, diberikan penamaan
sebagai berikut :

BPN 127 KPPBC TMP SOEKARNO HATTA

KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU harus menyamapaikan laporan

pembukaan rekening penerimaan kepada Kuasa BUN di Daerah paling

lambat :

a. 20 (dua puluh) harikerja sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan
Rekening; dan

b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembukaan rekening pengelolaan kas

BLU dalam bentuk deposito.

2. Penutupan Rekening Bendahara Penerimaan

Kuasa BUN di daerah berwenang menutup Rekening milik Satuan Kerja
lingkup Kementerian Negara/Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun sejak

Rekening dikategorikan sebagai Rekening Pasif 3°.

Pada dasarnya Rekening Pemerintah tidak diperkenankan untuk mengikuti
ketentuan Rekening aktif maupun rekening asif sebagaimana Rekening

umum pada Bank Umum. Pengkategorian Rekening pasif hanya berupa

30 pasal 30 ayat (1) PMK 182/PMK.05/2018
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penanda atau pengklasifikasian Rekening pada data pengelolaan Rekening

oleh Kuasa BUN.

Pengkategorian Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian
Negara/Lembaga sebagai rekening pasif, yaitu Rekening yang tidak
terdapat transaksi debit atau transaksi kredit yang dilakukan oleh pemilik
Rekening dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal transaksi
terakhir. BErdasarkan hal tersebut, Rekening milik Satuan Kerja lingkup
Kementerian/Lembaga harus selalu diperlakukan sebagai Rekeningaktif
oleh Babk Umum sampai dengan ditutup oleh pihak Satuan Kerja lingkup
Kementerian Negara/Lembaga selaku peilik Rekening atau diblokir/ditutup

oleh Kuasa BUN.
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KOP SURAT
................... goigsasaeman s/ D0 ten
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan /
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............ 1)
Di
.......................... 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ........ /PMK.05/2014
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja, dengan
ini kami laporkan bahwa kami telah menutup rekening
.......................... 3) dengan NOMOr...........cccoveene.n.....4) dengan nama rekening
e = ——— 5)" pada tanggal...........ceunernnnanens RS . 7)
dan telah memindahkan saldo rekening dimaksud sebesar

8) ke Rekening Kas Negara NOomor ........ccceevunivnnennnns 9)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPA atau pejabat yang ditunjuk,

Tembusan :

Gambar 17. Format Surat Penutupan Rekening
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IX. DOKUMEN YANG HARUS DIPAHAMI BENDAHARA PENERIMAAN

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh bendahara penerimaan yaitu
mampu menjalankan sistem pengarsipan dokumen keuangan negara terkait
pengelolaan kebendaharaan. Hal ini menandakan betapa pentingnya
pengarsipan dokumen keuangan negara yang dilakukan oleh bendahara
penerimaan. Dokumen keuangan negara merupakan dokumen resmi yang
menjadi tanda bukti terjadinya penerimaan negara yang suatu saat dapat

dimintakan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan.

Untuk dapat melakukan pengarsipan yang baik, bendahara penerimaan harus
memahami seluruh dokumen yang berada dalam pengelolaannya, termasuk
dokumen keuangan negara. Dokumen tersebut dapat dikategorikan menjadi

sebagai berikut:

DIPA

Bukti Pungut/Bukti Potong

Bukti Setor (Surat Setoran Bukan Pajak)
SKTB

1

2

3

4

5. SKP4
6. Buku Bendahara Penerimaan

7. Laporan Saldo Rekening

8. Rekening koran

9. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

10. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN

11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran.
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENERIMAAN

BAB

PENGELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) FUNGSIONAL

41 Penerimaan PNBP Fungsional

4.2 Penyetoran PNBP Fungsional




PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) FUNGSIONAL

Pada bab IV ini akan membahas Pengelolaan PNBP fungsional yang
dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan. Seperti dibahas pada bab
sebelumnya tentang persiapan dokumen tentang Bendahara Penerimaan,
tugas Bendahara Penerimaan adalah meliputi menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga. Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan
untuk :

1. Memahamitentang Penerimaan PNBP yang bersifat fungsional;

2. Memahami mekanisme penyetoran PNBP fungsional;

PENERIMAAN PNBP FUNGSIONAL

PNBP Fungsional merupakan PNBP yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan
Satuan Kerja yang bersumber dari pendapatan satuan kerja yang berhubungan

dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga.

Bendahara Penerimaan menatausahakan semua uang yang dikelolanya baik
yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi
penerimaan negara. Penerimaan negara pada kantor/satker pada Kementerian
Negara/Lembaga tidak dapat digunakan secara langsung untuk pengeluaran,

kecuali diatur khusus dalam peraluran perundang-undangan tersendiri.
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Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib
setor, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan

telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pada saat sebelum MPN G2 diimplementasikan, Bendahara Penerimaan
membuat SBS (Surat Bukti Setor) yang digunakan oleh Wajib Bayar/Setor untuk
melakukan pembayaran ke bukti setor. Setelah MPN G2 diimplementasikan,
Wajib Setor membuat kode billing sendiri untuk dilaksanakan pembayaran
melalui channel pembayaran yang disediakan oleh Bank Umum. Dalam Hal
kode billing dibuat oleh Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga memberi fasilitas
pembentukan kode billing diluar Simponi. Pada praktik di lapangan, lembar
billing dicetak 2 kali, lembar pertama untuk Wajib Bayar/Setor sebagai dasar
pembayaran ke channel yang sudah disediakan Bank Umum, lembar kedua

disimpan oleh Bendahara Penerimaan untuk pelaksanaan pembukuan.

I. PENYETORAN PNBP FUNGSIONAL

Penyetoran PNBP Fungsional dilaksanakan secara mandiri oleh Wajib
Bayar/Wajib Setor/yang mendapatkan pelayanan yang menghasilkan PNBP
setelah mendapat kode billing. Untuk pendapatan yang diterima oleh
Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan wajib mengelola pendapatan

tersebut, termasuk penyetoran kepada Bank Umum.
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1. Pembuatan Kode Billing

Sebelum mengenal pembayaran PNBP Fungsional secara elektronik, dokumen
yang lebih dulu dikenal (familiar) dan digunakan untuk melakukan penyetoran
adalah SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak). SSBP digunakan sebagai dokumen
sumber pembayaran PNBP Fungsional. Untuk saat ini, pembayaran
menggunakan SSBP sudah tidak dapat digunakan lagi setelah implementasi

Modul Penerimaan Negara (MPN) G2.

Penyetoran PNBP Fungsional diawali dengan pembuatan kode billing
menggunakan Simponi dan selanjutnya disetorkan melalui kanal-kanal MPN G2

yang telah disediakan oleh pemerintah.
Langkah-langkah pembuatan billing adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Simponi

1) Buka alamat Simponi pada alamat, https://simponi.kemenkeu.go.id/
7@ s x v T T

¢ s 0la o g e —" w

<

[T TTE Sy ——
[

TS —
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2) Setelah itu akan ada halaman pendaftaran, klik “Daftar Pengguna”.

| £ RS
 aala 4 ndoresa B0 g et g P

[l bt Abqggpe e
Wt Rawarcgn i

3) Selanjutnya, bendahara harus mengisi seluruh form yang tersedia,

Formulir Pendaftaran Pengguna

Tipe Pengguna @

USER BILLING KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)
) USER BILLING KEMENTERIANA EMBAGA
() USER BILLING SDA NON MIGAS
USER BILLING MIGAS
£ USER BILLING PENERIMAAN NEGARA LAINNYA (Setoran Sisa UPITUP & Pensnmaan Transito, Pengambaian Balanja, Sisa Hibah Langsung dan Satoran
FFK, Setoran Hawl Pengelolsan Aset DUKN)

Pada form ini, bendahara memilih tipe user, untuk pembayaran PNBP
Fungsional, wajib dipilih User Billing Kementerian/Lembaga, agar pada
saat pembuatan kode billing, akun yang akan dibayar tersedia.
Selanjutnya diperbolehkan juga untuk memilih tipe user lain sesuai
kebutuhan (User Billing SDA Non Migas dan User Billing Penerimaan

Negara Lainnya).
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Data Wajib Setor/\Wajib Bayar @

Nama * [l
Alamat *

R
Kelurohan Ke
Kecamatan X
Propinsi

KabupatenKota

Negara Negara
Kootak * Nomo b N r F WO A\t
NP Nomor Induk Pegawal

Idontitas Tidak memilih

Data Kementerian/Lembaga @

KementerianLembaga *
Unit*

Sotuan Kerja *

Data Akun ©
Usemame TTImE (i ]
Password

Konfirmasi Password ¥ T

—=> =

Selanjutnya isian form yang terdapat tanda bintang (*) wajib diisi
(bersifat mandatory). Setelah mengisi sampai dengan isian terakhir
(mengisi akun dan password), dan dipastikan bahwa isian benar maka
klik tombol “Daftar”, apabila masih perubahan data klik tombol

“Batal”. Setelah selesai, selanjutnya akan ada informasi/notifikasi

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan
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4)

Informasi

Pendaftaran telah berhasil disimpan, untuk aktivasi silahkan lihat email atau hubungi admin

Proses pendaftaran berhasil, Bendahara dipersilahkan cek email
masuk untuk melakukan aktivasi melalui link yang sudah dikirim

melalui email tersebut.

[CTEREE porry | YT Term— | T —— i
0N e gonghe cem

Erpen T M

»

Axtteasi

Dbubarst Jerrderat vgggaran ~Uodhing_gebiofindosde go e

HCTIAS) RECRS TRASI

b. Pembuatan Kode Billing

1)

Untuk pembuatan kode billing, silahkan login pada alamat,

https://simponi.kemenkeu.go.id/ menggunakan username dan

password yang telah didaftarkan dan masuk pada email aktivasi.
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2) Setelah memasukan username dan password akan muncul tampilan

depan seperti tampilan berikut :

€ C | 8 Fargrmanian Keuaogao Resobiit ndcossia GOT | M. /o pont Kemeras g0 Jdnoe o1 e i

Pada menu aplikasi di sisi kanan layer, terdapat 4 menu, vyaitu :

a. Beranda
Menu Beranda menampilkan tampilan depan aplikasi berupa
pilihan menu, profil bendahara, FAQ dan pilihan untuk keluar dari
aplikasi.

b. Billing
Pada menu billing terdpat menu billing sesuai yang terdaftar
untuk membuat kode billing.

c.  Manajemen User
Pada manajemen user digunakan untuk mengubah password dan
profil

d. Manajemen Report

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan
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Pada menu manajemen report terdapat submenu untuk melihat
realisasi penerimaan dari satker
Untuk pembuatan billing PNBP Fungsional dapat dipilih menu “Billing”
dan pilih “Billing Kementerian Lembaga”

TONI TONI TONI
SUKOCO SUKOCO SUKOCO

History Biling 003

Daftar Tarif Fungsional KL Favort

@ o

Setelah memilih “Pembuatan Billing (KL)” akan muncul tampilan

seperti dibawah ini.

Yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan kode billing PNBP
Fungsional adalah pemilihan Kelompok PNBP. Kelompok PNBP yang
dipilih adalah Kelompok PNBP Fungsional, supaya pada saat pemilihan
akun, akun-akun setoran yang bersifat Fungsional seperti pembayaran

jasa, pembayaran tarif, dan lain-lain muncul.
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5) Setelah memastikan data satker, kelompok PNBP dan mata uang

benar, isi detail pembayaran dengan mengikut langkah berikut

an Tan [ w—— 3 et g reeum

1. Isi kolom wajib bayar sesuai dengan data penyetor;
2. Pilih jenis penerimaan dengan memilih tombol (...) sampai muncul

pilihan akun yang dapat dipilih.

Pilih Jenis Penerimaan

Carni
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Pilih salah satu akun dengan cara double klik pada uraian akun

sampai kolom akun pada detail pembayaran terisi

3. Masukkan jumlah setoran

4. Masukkan keterangan pembayaran, pada kolom ini bias diisi
dengan tujuan pembayaran. Misalnya “pembayaran jasa
Laboratorium”.

5. Pastikan jumlah yang tertera pada kolom “Jumlah” dan “Jumlah
Pembayaran” adalah sama.

6. Jika sudah memastikan bahwa semua adata yang diisi adalah

benar, maka pilih timbil “Simpan”.

Hal yang perlu diperhatikan tentang pembayaran PNBP, adalah tarif
yang sudah di tentukan oleh Kementerian/Lembaga masing-masing.
Kementerian.Lembaga telah menentukan tarif untuk jenis jasa atau

layanan tertentu.

Setelah memilih bahwa data yang diisi telah benar, akan muncul kotak

dialog “Mohon Tunggu” seperti ini.
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f cm S NE S

Pada proses ini, aplikasi sedang membentuk kode billing, sehingga
sebisa mungkin jangan keluar atau merefresh aplikasi. Setelah aplikasi
berhasil membentuk kode billing, maka tampilan selanjutnya adalah

sebagai berikut.

7) Setelah pembuatan kode billing berhasil, maka tombol simpan,

berubah menjadi “Cetak”. Setelah dipilih, aplikasi secara otomatis
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akan membuat dokumen berekstensi “.pdf” yang bisa disimpan atau

dicetak.

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing

Tanggal Billing
Tanggal Kadaluarsa
Tanggal Bayar
Bank/Pos Bayar
Channel Bayar

Nama Wajib Setor/Wajib
Bayar
Kementerian/Lembaga
Unit Eselon I

Satuan Kerja

Total Disetor
Terbilang

Status

NTB

NTPN

Detil Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran

: 820180313610616
: 13-03-2018 11:53:48
:+ 20-03-2018 11:53:48

: TONI SUKOCO

: KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: BADAN GEOLOGI

: MUSEUM GEOLOGI

: 2.000.000 (IDR)

: Dua Juta (IDR)

: Belum Dibayar

+ IV. Badan Geologi (Tarif Diskon) - D. Pusat Survei Geologi - 1.

Jasa laboratorium - a. Geokronologi (geochronology) - 1)
Pentarikhan Metoda Kalium-Argon (K-Ar Dating) - Instansi
Pemerintah dan Perguruan Tinggi

475980 . Pandanatan Panmiian Qartifikaci Kalihraci dan

8) Kode billing bisa dicetak atau dicatat untuk dijadikan dasar
pembayaran ke kanal-kanal pembayaran. Kode billing yang tercantum

berlaku selama 1 minggu sejak kode billing dibuat.
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c. Penyetoran
Tidak terdapat perbedaan penyetoran antara Pajak, PNBP Fungsional,
PNBP Umum, maupun pembayaran pengembalian belanja. Wajib
Setor/Wajib Bayar bisa menggunakan beberapa kanal yang disediakan oleh
pemerintah, vyaitu teller (over the counter), ATM, internet banking, dan
Electronic Data Capture (EDC). Proses penyetoran dilaksanakan dengan

memasukkan 15 kode billing (billing id).
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENERIMAAN

BAB

PEMBUKUAN
BENDAHARA PENERIMAAN

51 Dokumen Sumber Pembukuan Bendahara
Penerimaan

5.2 Sistem Pembukuan Bendahara Penerimaan
5.3 Buku-Buku Bendahara Penerimaan
5.4 Petunjuk Pembukuan Bendahara Penerimaan

5.5 Perekaman Aplikasi Pembukuan Bendahara
Penerimaan




PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bendahara Penerimaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk pelaksanaan
pembukuannya juga sangat unik mengikuti kebijakan peneirmaan paka

Kementerian/Lembaga masing masing.

Mengingat hal tersebut perlu dijelaskan secara terperinci tentang Pembukuan

Bendahara Penerimaan. Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan :

Memahami Dokumen Sumber Pembukuan Bendahara Penerimaan;
Memahami Sistem Pembukuan Bendahara Penerimaan;
Memahami Jenis Buku-buku Bendahara Penerimaan;

Memahami Mekanisme Pembukuan Bendahara Penerimaan;

A e

Memahami Tata Cara Perekaman Pembukuan Bendahara Penerimaan.

DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

Sama halnya dengan Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu,
Pembukuan Bendahara Penerimaan juga berasal dari Dokumen Sumber.
Dokumen sumber Bendahara Penerimaan bermacam, terkait dengan
mekanisme penerimaan pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Dokumen sumber tersebut adalah :
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1. DIPA, DIPA merupakan bagian yang penting dalam pekerjaan Bendahara
Penerimaan. Di dalam DIPA terdapat jumlah target penerimaan yang harus
dicapai oleh satuan kerja.

2. BuktiSetor. Kompilasi dari bukti setor merupakan masukan untuk transaksi
Bendahara Penerimaan, berdasarkan bukti potong dan setor, KPPN
melaksanakan pembukuan.

3. LPJ Bendahara Penerimaan. Bendahara wajib melaporkan Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan kepada Kuasa BUN di Daerah dan BPK.

4. Surat Hak Tagih atau dokumen yang dipersamakan.

5. Laporan Saldo Rekening. Dalam hal Bendahara Penerimaan memiliki
pendapatan yang disimpan di Rekening Penerimaan sebelum disetor ke
Rekening Kas Negara, bendahara juga dapat membuka Rekening
Penerimaan dengan izin dari Kuasa BUN di Daerah. Sebagai bentuk
pertanggungjawabannya, Bendahara wajib melampirkan Laporan Saldo
Rekening pada LPJ Bendahara Penerimaannya.

6. Dokumen lainya yang diatur sesuai dengan Ketentuan masing-masing

Kementerian/Lembaga.

II.  SISTEM PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

Mengingat karakter dan jenis penerimaan satker pada kementerian
negara/lembaga adalah sangat beragam dimana PA/KPA bisa menetapkan
jenis-jenis buku yang diperlukan, petunjuk pembukuan Bendahara Penerimaan

ini bersifat umum dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
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1. Harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada apakah telah menjadi
penerimaan negara atau belum;
2. Harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada menunjukkan siapa

yang mengelola uang tersebut.

Untuk pembukuan Bendahara Penerimaan menggunakan sistem Pembukuan

pada Aplikasi Sistem Aplikasi Satker.

. BUKU-BUKU BENDAHARA PENERIMAAN

Jenis-jenis buku yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh Bendahara Penerimaan
pada umumnya menggambarkan berbagai transaksi yang dihasilkan atau

direkam. Jenis buku-buku Bendahara adalah sebagai berikut :

1. Buku Kas Umum
2. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan
3.  Buku Pembantu, terdiri dari :
a. Buku pembantu berdasarkan sumber kas/jenis kas, meliputi :
1) Buku Pembantu PNBP Umum
2) Buku Pembantu PNBP Fungsional

b. Buku pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas, meliputi

1) Buku Pembantu Bank
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2) Buku Pembantu Kas Tunai
4. Buku Pembantu Perpajakan
5. Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga

6. Buku Pembantu Lain-Lain

V. PETUNJUK PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

Sepertiyang telah dijelaskan sebelumnya, karakter dan jenis penerimaan satker
pada kementerian negara/lembaga adalah sangat beragam dimana PA/KPA bisa
menetapkan jenis-jenis buku yang diperlukan, petunjuk pembukuan Bendahara

Penerimaan ini bersifat umum dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada apakah telah menjadi
penerimaan negara atau belum;
2. Harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada menunjukkan siapa

yang mengelola uang tersebut.

Lebih jelasnya, tata cara pembukuan Bendahara penerimaan adalah sebagai

berikut:

1. Tata Cara Pembukuan Bendahara Penerimaan Yang Khusus

Menangani PNBP
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Dalam  melaksanakan  pembukuannya, bendahara  penerimaan

menggunakan buku-buku untuk mencatat transaksi dalam menangani

PNBP. Buku-buku tersebut adalah:

1.
2.

Buku Kas Umum
Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan
Buku Pembantu, terdiri dari :
a. Buku pembantu berdasarkan sumber kas/jenis kas, meliputi :
1) Buku Pembantu PNBP Umum
2) Buku Pembantu PNBP Fungsional
b. Buku pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas,
meliputi :
1) Buku Pembantu Bank

2) Buku Pembantu Kas Tunai

Adapun Adapun tata cara penggunaan dan pencatatan transaksi PNBP

pada buku-buku tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Pembukuan DIPA

Pembukuan dimulai ketika pada awal tahun anggaran, vyaitu
membukukan penerimaan DIPA. Setelah diterima, DIPA dibukukan
sebagai target penerimaan PNBP. Pembukuan seterusnya mengikuti
siklus pekerjaan bendahara penerimaan mulai dari menerima PNBP
sampai dengan menyetorkannya ke rekening kas negara.

Sebagai ilustrasi, sebuah satker Universitas A, mempunyai target PNBP
berupa pendapatan uang pendidikan (Akun 423511) sebesar
Rp.1.200.000.000. Maka, bendahara penerimaan akan mencatat di
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BPAP di kolom akun 423511 sebesar Rp.1.200.000.000 sebagai target
PNBP.

2. Pembukuan Menerima Secara Tunai PNBP Umum/PNBP Fungsional

PNBP yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus
dibukukan. Penerimaan tunai PNBP dibuktikan dengan diterbitkannya
Surat Bukti Setor (SBS). SBS merupakan bukti adanya penerimaan yang
mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Selain itu
karena sudah ada realisasi penerimaan maka dibukukan di Buku
Pengawasan Anggaran Pendapatan. Dan posisi PNBP ini belum
disetorkan ke kas negara. Sehingga pembukuannya adalah dibukukan
disisi debet pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas
Tunai, BP PNBP Umum/BP PNBP Fungsional, dan Buku Pengawasan
Anggaran Pendapatan (BPAP). Selain itu juga dicatat dikolom masih
berupa bukti penerimaan di BPAP.
Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara penerimaan
Universitas A menerima SBS pendapatan uang pendidikan (Akun
423511) sebesar Rp.7.500.000. Maka pembukuannya adalah sebagai
berikut:
a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.7.500.000,-
b. Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.7.500.000,-
c. Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar
Rp.7.500.000,- (jenis PNBP Fungsional).
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d. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi PNBP Akun 423511 sebesar
Rp.7.500.000,- di BPAP dan diisi kolom masih berupa bukti
penerimaan sebesar Rp.7.500.000,-.

3. Pembukuan Menyetorkan PNBP Umum/Fungsional Ke Rekening Kas

Negara

PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus segera
disetorkan ke rekening kas negara. Bukti setoran tersebut adalah SSBP
yang sudah sah. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi
saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Transaksi ini dicatat dicatat
pada sisi kredit pada BP BKU, BP PNBP umum atau Buku Pembantu
PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena sudah disetor
ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan diisi
kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014
bendahara penerimaan Universitas A menyetorkan pendapatan uang
pendidikan (Akun 423511) sebesar Rp.7.500.000 ke kas negara
dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Maka
pembukuannya adalah sebagai berikut:
a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.7.500.000
b. Dibukukan disisi kredit di BP Kas Tunai sebesar Rp.7.500.000
c. Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar
Rp.7.500.000 (jenis PNBP Fungsional)

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan




d. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.7.500.000,
sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan menjadi 0

(nol).

Pembukuan Penyetoran Ke Kas Negara PNBP Melalui Rekening
Bendahara Penerimaan
PNBP vyang diterima melalui rekening bendahara penerimaan
disetorkan ke kas negara dengan pemindahbukuan dari rekening
bendahara penerimaan ke rekening kas negaradengan menggunakan
bukti SSBP. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi saldo
kas di bank dan buku pembantu PNBP. Sehingga transaksi ini dicatat
pada sisi kredit pada BP BKU, BP Bank, BP PNBP umum atau Buku
Pembantu PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena
sudah disetor ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran
Pendapatan diisi kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada
tanggal 6 Januari 2014 bendahara penerimaan Universitas A
menyetorkan ke rekening kas negara melalui pemindahbukuan dari
rekening bendahara penerimaan pendapatan uang pendidikan (Akun
423511) sebesar Rp.20.000.000. Maka pembukuannya adalah sebagai
berikut:
a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.20.000.000
b. Dibukukan disisi kredit di BP Bank sebesar Rp.20.000.000
c. Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar
Rp.20.000.000 (jenis PNBP Fungsional)
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d. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.20.000.000
(akumulatif menjadi Rp.27.500.00) sehingga posisi yang masih

berupa bukti penerimaan menjadi 0 (nol).

5.  Pembukuan Menerima SSBP Penerimaan PNBP Yang Disetorkan Oleh

Wajib Setor Ke Kas Negara

Bendahara penerimaan membukukan atas penerimaan PNBP yang

disetorkan langsung oleh wajib setor ke rekening kas negara.

Bendahara penerimaan hanya menerima bukti setoran tersebut

berupa SSBP yang sah. PNBP yang disetorkan oleh wajib setor ke

rekening kas negara tidak mempengaruhi kas di Bendahara

Penerimaan. Sehingga SSBP ini dicatat sebagai realiasasi penerimaan

PNBP atau debet di BPAP dan dicatat di kolom sudah disetorkan.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 8 Januari 2014 bendahara penerimaan

Universitas A menerima SSBP atas pendapatan uang pendidikan (Akun

423511) sebesar Rp.10.000.000. Maka pembukuannya adalah sebagai

berikut:

a. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah pendapatan
uang Pendidikan Akun 423511 sebesar Rp.10.000.000 (akumulasi
menjadi Rp.37.500.000) dan

b. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.10.000.000
(akumulatif menjadi Rp.37.500.00) sehingga posisi yang masih
berupa bukti penerimaan tetap 0 (nol).

6. Pembukuan Penerimaan Lain-lain
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Pada dasarnya Bendahara wajib membukukan dan
mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Buku
Pembantu Lain-lain ini digunakan untuk menampung kemungkinan
terdapat transaksi penerimaan bendahara di luar penerimaan PNBP.
Adapun tata cara pencatatannya disesuaikan dengan jenis transaksi di

atas.

2. Tata Cara Pembukuan Bendahara Penerimaan Yang juga Menangani

selain PNBP

Bendahara Penerimaan selain mengelola PNBP juga dapat mengelola Uang
lainnya terkait pengelolaan PNBP. Uang dimaksud antara lain dana pihak
ketiga dan perpajakan. Atas transaksi yang terkait dengan uang tersebut,
Bendahara Penerimaan juga harus membukukan uang tersebut
berdasarkan dokumen sumber. Dalam melaksanakan pembukuannya,
bendahara penerimaan menggunakan buku-buku untuk mencatat

transaksi dalam menangani PNBP. Buku-buku tersebut adalah:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan
3.  Buku Pembantu, terdiri dari:
a. Buku pembantu berdasarkan sumber kas/jenis kas, meliputi:
1) Buku Pembantu PNBP Umum
2) Buku Pembantu PNBP Fungsional
b. Buku pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas,

meliputi:

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan




1) Buku Pembantu Bank

2) Buku Pembantu Kas Tunai

3) Buku Pembantu Perpajakan

4) Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga

5) Buku Pembantu Lain-Lain

Adapun tata cara penggunaan dan pencatatan transaksi PNBP pada buku-

buku tersebut akandijelaskan di bawah ini.

1.

Pembukuan DIPA

Pembukuan dimulai ketika pada awal tahun anggaran, vyaitu
membukukan penerimaan DIPA. Setelah diterima, DIPA dibukukan
sebagai target penerimaan PNBP. Pembukuan seterusnya mengikuti
siklus pekerjaan bendahara penerimaan mulai dari menerima PNBP
sampai dengan menyetorkannya ke rekening kas negara. Sebagai
ilustrasi, sebuah satker Rumah Sakit B, mempunyai target PNBP
berupa Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
(Akun 423211) sebesar Rp.10.000.000.000,-. Maka, bendahara
penerimaan akan mencatat di BPAP di kolom akun 423211 sebesar

Rp.10.00.000.000,- sebagai target PNBP.
Pembukuan Menerima Secara Tunai PNBP Umum/PNBP Fungsional

PNBP yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus
dibukukan. Penerimaan tunai PNBP yang sudah jelas menjadi hak
negara dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Bukti Setor (SBS). SBS
merupakan bukti adanya penerimaan yang mempengaruhi saldo kas

tunai dan buku pembantu PNBP. Selain itu karena sudah ada realisasi
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penerimaan maka dibukukan di Buku Pengawasan Anggaran
Pendapatan. Dan posisi PNBP ini belum disetorkan ke kas negara.
Sehingga pembukuannya adalah dibukukan disisi debet pada Buku Kas
Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas Tunai, BP PNBP Umum/BP
PNBP Fungsional, dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan
(BPAP). Selain itu juga dicatat dikolom masih berupa bukti penerimaan
di BPAP. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara
penerimaan RS B menerima SBS Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi
Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.10.000.000. Maka

pembukuannya adalah sebagai berikut:

a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.10.00.000,-

b. Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.10.00.000,-

c. Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar
Rp.10.000.000,- (jenis PNBP Fungsional).

d. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi PNBP Akun 423211 sebesar
Rp.10.00.000,- di BPAP dan diisi kolom masih berupa bukti
penerimaan sebesar Rp.10.000.000,-.

Pembukuan Menyetorkan PNBP Umum/Fungsional Ke Rekening Kas

Negara

PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus segera
disetorkan ke rekening kas negara. Bukti setoran tersebut adalah SSBP
yang sudah sah. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi
saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Transaksi ini dicatat dicatat
pada sisi kredit pada BP BKU, BP PNBP umum atau Buku Pembantu

PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena sudah disetor
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ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan diisi

kolom sudah disetorkan.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara penerimaan
Rumah Sakit B menyetorkan Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi
Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.10.000.000. ke kas
negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Maka

pembukuannya adalah sebagai berikut:

a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.10.000.000

b. Dibukukan disisi kredit di BP Kas Tunai sebesar Rp. 10.000.000

c. Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar Rp.
10.000.000 (jenis PNBP Fungsional)

d. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp10.000.000,
sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan menjadi 0
(nol).

4. Pembukuan Menerima PNBP Melalui Rekening Bendahara

Penerimaan

PNBP yang diterima secara melalui rekening bendahara penerimaan
harus dibukukan. Penerimaan melalui rekening bendahara
penerimaan dibuktikan dengan diterbitkannya SBS vyaitu slip setoran
bank. Surat Bukti Setor berupa slip setoran bank ini akan
mempengaruhi saldo kas di bank dan buku pembantu PNBP. Selain itu
karena sudah ada realisasi penerimaan maka dibukukan di Buku
Pengawasan Anggaran Pendapatan. Dan PNBP ini belum disetorkan ke

kas negara. Sehingga pembukuannya adalah dicatat pada sisi debet
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pada BKU, BP Bank, BP PNBP Umum/BP PNBP Fungsional, dan Buku
Pengawasan Anggaran Pendapatan (BPAP). Selain itu juga dicatat

dikolom masih berupa bukti penerimaan di BPAP.

Sebagaiilustrasi, pada tanggal 10 Januari 2014 bendahara penerimaan
Rumah Sakit B menerima SBS berupa slip setoran ke rekening
bendahara penerimaan Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi
Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.25.000.000, Maka

pembukuannya adalah sebagai berikut:

a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.25.000.000

b. Dibukukan disisi debet di BP Bank sebesar Rp.25.000.000

c. Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar
Rp.25.000.000 (jenis PNBP Fungsional)

d. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah Pendapatan
Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211)
sebesar Rp.25.000.000 di BPAP (akumulasi  menjadi
Rp.35.000.000) dan diisi kolom masih berupa bukti penerimaan
sebesar Rp.25.000.000,-

5. Pembukuan Penyetoran Ke Kas Negara PNBP Melalui Rekening

Bendahara Penerimaan

PNBP vyang diterima melalui rekening bendahara penerimaan
disetorkan ke kas negara dengan pemindahbukuan dari rekening
bendahara penerimaan ke rekening kas negara dengan menggunakan
bukti SSBP. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi saldo

kas di bank dan buku pembantu PNBP. Sehingga transaksi ini dicatat
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pada sisi kredit pada BP BKU, BP Bank, BP PNBP umum atau Buku
Pembantu PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena
sudah disetor ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran

Pendapatan diisi kolom sudah disetorkan.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 11 Januari 2014 bendahara penerimaan
Rumah Sakit B menyetorkan ke rekening kas negara melalui
pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan pendapatan

Rumah Sakit B. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut:

a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.25.000.000

b. Dibukukan disisi kredit di BP Bank sebesar Rp.25.000.000

c. Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar
Rp.25.000.000 (jenis PNBP Fungsional)

d. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.25.000.000
(akumulatif menjadi Rp.35.000.00) sehingga posisi yang masih

berupa bukti penerimaan menjadi 0 (nol).

6. Pembukuan Menerima SSBP Penerimaan PNBP Yang Disetorkan Oleh
Wajib Setor Ke Kas Negara

Bendahara penerimaan membukukan atas penerimaan PNBP yang
disetorkan langsung oleh wajib setor ke rekening kas negara.
Bendahara penerimaan hanya menerima bukti setoran tersebut
berupa SSBP yang sah. PNBP yang disetorkan oleh wajib setor ke

rekening kas negara tidak mempengaruhi kas di Bendahara
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Penerimaan. Sehingga SSBP ini dicatat sebagai realiasasi penerimaan

PNBP atau debet di BPAP dan dicatat di kolom sudah disetorkan.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 15 Januari 2014 bendahara penerimaan
Rumah Sakit B menerima SSBP atas Pendapatan Rumah Sakit dan
Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.15.000.000,-.

Maka pembukuannya adalah sebagai berikut:

a. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah pendapatan
uang Pendidikan Akun 423211 sebesar Rp.15.000.000 (akumulasi
menjadi Rp.50.000.000) dan

b. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.15.000.000
(akumulatif menjadi Rp.50.000.00) sehingga posisi yang masih
berupa bukti penerimaan tetap 0 (nol).

7. Pembukuan Menerima Uang Dari Pihak Ketiga Yang Belum Menjadi

Hak Negara

PNBP yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus
dibukukan, baik yang diterima secara tunai maupun yang diterima
melalui rekening penerimaan. Penerimaan Uang Dari Pihak Ketiga
yang belum menjadi hak negara belum dapat dianggap sebagai
realisasi penerimaan maka tidak dibukukan di Buku Pengawasan
Anggaran Pendapatan. Sehingga pembukuannya adalah dibukukan
disisi debet pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas
Tunai/bank, BP Dana Pihak Ketiga Sebagai ilustrasi, pada tanggal 20
Januari 2014 bendahara penerimaan RS B menerima uang tunai dari

Pihak Ketiga sebesar Rp.5.000.000 dan sebesar Rp10.000.000,-
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melalui rekening penerimaan. Maka pembukuannya adalah sebagai

berikut:

a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.15.00.000,-

b. Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.5.000.000,-

c. Dibukukan disisi debet di BP Kas bank sebesar Rp.10.000.000,-

d. Dibukukan disisi debet di BP Dana Pihak Ketiga sebesar
Rp.15.000.000,-

Apabila dana pihak ketiga itu dibayarkan kepada pihak ketiga kembali
atau dibayarkan kepada pihak yang berhak maka dibukukan di sisi
kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas/Bank dan Buku Pembantu Dana

Pihak Ketiga.

Dalam pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan
menggunakan cek dimana cek tersebut belum dicairkan oleh
penerima maka Bendahara Penerimaan bisa membuat Buku
Pembantu Penampungan serta membukukannya pada BKU di sisi
debet dan kredit (in-out), pada Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga di

sisi kredit dan pada Buku Pembantu Penampungan di sisi debet.

Dalam hal dana pihak ketiga itu ditetapkan menjadi pendapatan
negara maka dibukukan di sisi debet dan kredit di BKU, di sisi kredit
pada Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga, dan di sisi debet pada Buku
Pembantu PNBP atau Perpajakan (tergantung jenisnya) dan di kolom
bukti penerimaan pada posisi penerimaan pada Buku Pengawasan

Anggaran Pendapatan.
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Sebagai ilustrasi, pada tanggal 21 Januari 2014 bendahara penerimaan

RS B mengembalikan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.1.000.000,

Rp500.000,- ditetapkan sebagai setoran pajak, dan sisanya sebesara

Rp13.500.000,- ditetapkan sebagai pendapatan negara.

pembukuannya adalah sebagai berikut:

a.

Pembukuan dana yang dibayarkan ke Pihak Ketiga

Maka

1) dibukukan disisi kredit pada BKU, sebesar Rp1.000.000,-

2) dibukukan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas sebesar

Rp1.000.000,- dan

3) dibukukan di sisi kredit pada Buku Pembantu Dana Pihak

Ketiga sebesar Rp.1.000.000,-.

Pembukuan dana Pihak Ketiga yang Ditetapkan

Pendapatan Negara dan Pajak

1) Dibukukan disisi debet dan kredit di BKU
Rp.14.000.000,-

2) Dibukukan disisi debet pada BP Perpajakan
Rp.500.000,-

3) Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional
Rp.13.500.000,- (jenis PNBP Fungsional).

sebagai

sebesar

sebesar

sebesar

4) Dibukukan di BPAP sebagai realisasi PNBP Akun 423211

sebesar Rp.13.500.000,- di BPAP dan diisi kolom masih

berupa bukti penerimaan sebesar Rp.13.500.000,-.

5) Dibukukan disisi kredit di BP Dana Pihak Ketiga sebesar

Rp.14.000.000,-
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8. Pembukuan Penerimaan Lain-lain

Pada dasarnya, Bendahara Penerimaan membukukan setiap uang
yang masuk dengan segera dan jelas jenisnya. Namun, untuk
mengantisipasi Bendahara Penerimaan yang menerima setoran uang
melalui rekening tanpa diketahui nama dan maksud penyetor,
Bendahara Penerimaan bisa membuat Buku Pembantu Lain-lain dan
membukukan berdasarkan rekening koran dengan tata cara sebagai

berikut:

a. Saatuang diterima melalui rekening maka dibukukan di sisi debet
pada BKU, Buku Pembantu Kas Bank, dan Buku Pembantu Lain-
lain.

b. Saat diketahui kejelasan uang dimaksud maka dibukukan di sisi
debet dan kredit pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu
Lain-lain, dan di sisi debet pada buku pembantu terkait. Dalam hal
uang tersebut termasuk dalam kategori pendapatan negara maka
juga dibukukan pada Buku Pengawasan Anggaran sesuai akun

terkait.

V. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

Perekaman pembukuan bendahara pada aplikasi bendahara penerimaan
dilaksanakan pada aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satuan Kerja).

Sebelum bisa melaksanakan perekaman transaksi pembukuan pada aplikasi SAS,
pemegang user admin aplikasi SAS pada satuan kerja harus merekam user

bendahara terlebih dahulu.
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Pada Aplikasi SAS, hal yang perlu diperhatikan sebelum merekam data/transaksi
adalah :
1. Data pada BPP harus tercatat untu tujuan pengisian referensi pada
perekaman user;

2. Persiapkan data (Nama, NIP dan SK) Pejabat Bendahara yang ditunjuk.

Langkah-langkah perekaman pada aplikasi Pembukuan Bendahara Penerimaan

1. Masuk menggunakan user yang sudah direkam pada user admin

SERVER P | | [ Loem | sata

2. Pada menu utama aplikasi pembukuan bendahara penerimaan terdapat

menu berikut :

& Aplikasi SAS 2018
Bendahara Penerimaan Referensi Utility Data Konfirmasi  Keluar

a. Bendahara Penerimaan
Pada menu bendahara penerimaan terdapat beberapa sub menu,

yaitu :
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1)

Submenu setting bendahara penerimaan untuk melakukan
setting bendahara penerimaan vyaitu untuk memasukan jenis

bendahara penerimaan dan kode satker.
o Setting Bendahara Penerimaan ﬁ
pramce

Satker: | 613792 IZI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINST SULAWESI
* TENGGARA

(") Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP
(" Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP, Perpajakan dan Dana Pihak Ketiga

) |

Sub menu saldo awal untuk mengisi saldo awal yang ada berada

di bendahara penerimaan.

(O — R/U/H Saldo Awal |

pilih Satker: :IB KANWIL DITIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tanggal Saldo:
Nomor Bukti: (diis) jika pembukuan tdsk dari awal tahun)
Kode Nama Buku Saldo Awal Mata Uang -
o 01 |BukuKasUmum 0,00 IDR
|| 02 |BukuPembantu Kas (Tunai) 0,00 IDR
| 03 |BukuPembantu PNBP 0,00 IDR [,
|| 04 |BukuPembantuDPK 0,00 IDR
| 05 |BukuPembantu Pajak 0,00 DR (=)
07  Buku Pembantu Lain-Lain 0,00 IDR

o
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3) Sub menu RUH Transaksi

e Perekaman Bukti Pungut
E RIUJN Transsk Panermmaan =

Bl 1 Taun 1

Saley :|ci2 KANWEL DET TN FERBENDAHAAAN FROVINGE SULAWES] TENGEARA

Jorss Transskd 1|02 [+] Surat Bkt SetoSSPCP

CoaSayar | @kar ok

|

01. Target Penerimaan dalam DIPA

02. Surat Bukti Setor/SSPCP

03. SSBP Setoran Bendahara

04. SSBP Setoran Langsung Wajib Setor
08. Bukti Penerimaan Lainnya

10. Slip Setoran

11. Slip Penarikan

14. Alih Penerimaan Lain-Lain ke PNBP

16. Bukti Pengeluaran Lainnya.

e Untuk melengkapi transaksi dengan NTPN yang sudah
didapatkan, dipilih detail.
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b. Menu Referensi disediakan untuk melengkapi data Bendahara
Penerimaan, Pejabat, Rekening, dll

c. Utility digunakan untuk mengirimkan ADK LPJ Bendahara

d. Data Konfirmasi
Menu ini untuk merekam data konfirmasi yang dilaksanakan di KPPN

e. Keluar
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENERIMAAN

BAB

PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN

6.1 Ketentuan Umum LPJ Bendahara Penerimaan

6.2 Rekonsiliasi Internal

6.3 Pencetakan LPJ Bendahara Penerimaan Melalui
Aplikasi Pembukuan Bendahara Penerimaan




PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN|
BENDAHARA PENERIMAAN

Setelah menyusun pembukuan, Bendahara Penerimaan Bertugas untuk
menyampaikan Laporan Bendahara Penerimaan kepada Kuasa BUN dan BPK.
Pada bab ini akan dijelaskan tentang penyusunan Laporan Bendahara

Penerimaan. Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan :

1. Memahami ketentuan umum penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan.

2. Memahami proses rekonsiliasi internal dengan Bendahara Pengeluaran
dan UAKPA.

3. Pencetakan LPJ Bendahara Penerimaan melalui aplikasi pembukuan

bendahara penerimaan.

[. KETENTUAN UMUM LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Bendahara Penerimaan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ
Bendahara) secara bulanan atas uang yang dikelolanya baik yang dalam bentuk
rupiah maupun valas. Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus

menyajikan informasi tentang:

1. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal,
penambahan, penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku

pembantu;
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2. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas
dan saldo di rekening bank/pos;

3. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA);
dan

4. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

LPJ Bendahara Penerimaan disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku
pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan
direkonsiliasi oleh Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan Negara. LPJ Bendahara Penerimaan ditandatangani
oleh Bendahara Penerimaan dan pejabat yang bertugas melakukan

pemungutan penerimaan negara.
LPJ Bendahara Penerimaan disampaikan kepada:

1. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satker yang berada di bawah
pengelolaannya;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; dan

3. Badan Pemeriksa Keuangan.

LPJ Bendahara Penerimaan dengan dilampiri:

1. Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan

2. Rekening koran, menyajikan data Rekening Penerimaan dan Rekening
Lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan;

3. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi;

4. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN
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Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan dilaksanakan paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari
libur, penyampaian LPJ Bendahara dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
Apabila penyampaian LPJ Bendahara melampaui batas waktu tersebut di atas,
KPPN mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-
UP/SPMTUP/ SPM-GUP maupun SPM-LS yang diajukan oleh Bendaha
Pengeluaran. Sanksi tidak membebaskan Bendahara Penerimaan dari

kewajiban untuk menyampaikan LPJ.

Il REKONSILIASI INTERNAL

Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
negara Melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan UAKPA

dengan pembukuan Bendahara Penerimaan
untuk meneliti kesesuaian atas:

1. Jumlah setoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan ke Kas
Negara;
2. Saldo penerimaan negara yang belum disetorkan oleh Bendahara

Penerimaan ke Kas Negara.

Rekonsiliasi internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada akhir
bulan berkenaan bersamaan dengan pemeriksaan kas dan hasil pemeriksaan
kas dan rekonsiliasi internal dituangkan dalam berita acara. Format Berita Acara

Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan.
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BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIAST

Pada hart ... tanggal .. ........ bulan tahan, . ..., kams selabu Kuasa Pengguna Anggaran
tedah medakukan pemertksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor rekenmg ..., dengan posis
saldo Bulu ¥as Umum sebesar Rp. <o i NOTOT bukt! Sorakchir:

Adapun hasd pt-mcn.hmn lus adalah sebapal benkut:
I Hasil PFemenksaan Pembukuan Bendahara
A Salde Kas Bendahara Penerimaan

1 Saldo BF Kas Tunai Rp  .vvien

2 Saldo BP Kas Bank Rp 5 *)

3. Saldo Kas Bp
B Salde Kas tersebut pada huruf A, terden dare

1 SaldoBP ... .. Rp.

2 SaldoBP ... Rp. o

3 Saldo BP Latn-Lain Rp —— *)

4 Jumlah (B.1 + B2 + B.35) Rp. . 18}
S Setisth Pembukaan (A3 - B.9) Rp

il Hast! Pemenksaan Kas
A Kas yang Dnkuasai Bendahara

1 Uang runai di Brankas Bendahara Rp.
2 Uang di Rekening ... Rp e
Uang di Rekenmng .. Rp B *)
3. Jumilah ¥as Rp L
B Selisth ¥as (LA T-1LAY) Rp

[l Hastl Rekonsthas Internal (Bendahara dengan UAKPA)
A Pembakuan Menarut Bendahara
1 Perwrrmaan yang Telah Disetorkan Bp

2 Pererimaan yang Belum Disetorkan REF.  .sveosote *

3 Jumiah (AT+A2) Rp .
B. Pembukuan Menurut UAKPA Rp osoas )
[ Selisth Pembukoan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B) Rp

IV, Penglasan atas Selisih
1 Solisth Kas (11.5)

2 G:-nsm Mmkmn ()

Yang drpenksa, Yang, memenksa,

Bendahara Penerimaan Kepala Satker atau Pegabat yang, bertugas melakakan
PeMUNGUian Penarimain Nepara

NIP........ NP

Gambar 18. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

. PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN

Dalam rangka penatausahaan kas Bendahara Penerimaan, Kepala Satker atau
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara
memastikan bahwa penerimaan negara telah disetor ke Kas Negara dan/atau

telah disetor ke rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan.
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Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
negara melakukan pengamanan atas uang tunaiyang ada di brankas Bendahara
Penerimaan. Tujuan pemeriksanaan adalah untuk meneliti kesesuaian antara

saldo buku dengan saldo kas. Pemeriksaan kas dilakukan pada saat:

1. Terjadi pergantian Bendahara;

2. Sewaktu-waktu (apabila diperlukan).

Pemeriksaaan kas Bendahara Penerimaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam satu bulan dan dapat dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu. Sebagai bagian dari pemeriksaan kas, Pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara melakukan monitoring  atas
kepastian/kepatuhan Bendahara Penerimaan dalam melakukan penyetoran
penerimaan negara/pajak ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Hasil pemeriksaan kas Bendahara dituangkan dalam berita acara.
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BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
BENDAHARA PENERIMAAN
Padahan my,....... anggal........... balan, tahan. ..., kami selaka Kuoasa Penggina Anggaran
tefah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan nomor mkening . ........, Gengan posisi
saldo Buku Kas Umum sebesar Rp........... dan nomor bukts erakhir:

Adapun hasd pemeniksaan kas ebagal benkut
I Hasil pemeriksaan pembukuan SBendahara
A Saldo Xas Bendahara Fenerimaan

1. Saldo BP Kas Tunal Rp s
2 Saldo BP Kas Bank Rp . (+)
3 Jumlah (A1+A2) Rp
B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdin dari
1L SaMoBP......, Rp
2 SdoBP..... Rp eaicias
3 Saldo BP Lamlain Rp . +)
4 Jumilah (B1+B2+B5) {
C  Selisih Pembukuan (AS54) Rp

i Hasil Pemonksaan Kas
A, Kas vang dikuasat Bendahara

1. Uang tunat di brankas Rp
2 Uangdimkening . RP aoaiaias
Uang di rebening ... Rp O (+)
3 Jumilah Kas (A14A.2) Rp - ol
8 Selisth Kas(LA1-[LA3) Rp

N Penjelasan atas selisih kas

Yang Dipenksa, Yang Memerisa,

Bendahara Penerimaan Kepala Satier atan Pejabat
yang bertugas melakukan
POMUNFULAN PENeIMaan
nNeFATR

Gambar 19. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan
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KOP SURAT

DERITA ACARA FEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA
BENDAHAFRA FENERIMAAN
Pada hani mi,....... tanggal........... bulan......... tahun, . kami selaku Kuasa Pmy;um
Anggaran telah mohknm pemeriksaan kas limdah.\n Pmt'nmam dmgm nomor rekening ...
dengan posts: saldo Baku Kas Umum sebesar Rp.... e dan nomor bukt terakhe
Adapun hasd pemenksan kas adalah u-bagal bertkur
I Hasil Pemeriksaan Pembubuan Bendahara
A Saldo Kas Bendahara Penerimaan
1 Saldo 5P Kas Tunat
2 Saldo BP Kas Bank
3 Saldo Kas

)

Z5F

B Saldo Kas ersebut pada huraf A, teedin dart:
Nido BP ...
2 SaldoBP....
3 Saldo BP Lain-lain [ |
4 Jumhh(B1+B2+B3) - e | |

C  Solisth Pembukuan (A3 - 1.4) Rp

& &5

Il Hagill Pemeriksaan Kas
A Kas yang Ddkuasat Bendahara
1. Uang tunai di Brankas Bendahara
2 Uang di Rekening ...
Uang di Relening ...
3 Jumlah Kas Apivirive
B Solwth XKas(LA3-[LA3) Rp

G555

Il Penjplasan atas selisth kas

Bordasarkan hasil pemenksan tersebut, pada hart mi telah ddakukan serah wnma Sendahara
Ponerimaan, Dengan ditandatanganinya berila acara s pengelofsan keuangan terhitung sedak harnl me
menpdi tanggung jawab bendahara yang menenma.

Demikian berita acara i dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Yang, menyerahkan,

Nama............ Nama.........
NP........ NIP.....,
Yang memenksa,

Kopala Satker atau Peabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara,

Gambar 20. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara

Penerimaan
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V. PENCETAKAN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN MELALUI APLIKASI

PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

Seperti yang dibahas pada subbab sebelumnya, pencetakan LPJ Bendahara

harus diawali dengan perekaman buku dan rekonsiliasi internal. Pada aplikasi

bendahara penerimaan, langkah untuk pencetakan LPJ Bendahara

Penerimaan adalah :

1. Perekaman Berita Acara Rekonsiliasi dan Pemeriksaan Kas

Pilih Menu LPJ Bendahara, Laporan, Berita Acara, lalu klik rekam

K33 Berita Acara Penenimaan - E
—
wea 11
Tanggal BA: 13-03-2018
. - K
Tehun: 2013 |w| Metalsng: (D= || Penode: |= 1l 3
sum BP Xas Tunal 0.00 Penermasn yg telah disetor 0,00
Saldo BP Kas Bank 0.00 Penerimaan yg beban dsstar o0
Jumlah A 0,00 Jumiah © 0,00
& 4
Usang Tural d Branl 0,00 l D
Pembuian Menunt UAKPA 0,00
Usng di Rekening 15t 5 0,00
i 0,00 Selhsih Pembukuan (C-0) 0,00 t
Selisth Xas (Jml A- Iml B) 0,00 Nis Tukar Vales 0,00
Panjelasan Sebsi Kas (i Ada) Permlasan Pembukuen © (i Ada)
kbl svpan JE3  Batal ]
== |

Beberapa hal yang perlu iisi adalah

1) Nomor Berita Acara

2) Jenis Berita Acara
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3) Periode Rekonsiliasi

4) Posisi Uang tunai di brankas

5) Posisi uang tunai di rekening

6) Jumlah Saldo penerimaan menurut UAKPA

7) Simpan

2. Pencetakan LPJ
Setelah mengisi Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi,
Bendahara Penerimaan mencetak LPJ Bendahara dengan memilih menu

Bendahara Penerimaan, Laporan dan LPJ Bendahara

€ Aplikasi SAS 2018

[ Bendahara Penerimaan | Referensi Utility Data Konfirmasi Keluar

Setting Bendahara Penerimaan
Salde Awal

RUH Transaksi
Posting

BT 6V Buku Pembants

Berita Acara

LPJ Bendahara

Output dari laporan LPJ Bendahara akan keluar dan dapat dicetak.
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Formuat LP] Dendabars Pensnmaan

Tatun Anggen
Form LPJ ORAN PEST, AN
Fenerimasn
Bear 0 20xX
—
Rt sotags [ @
Une Cvgenmast P Y
From avals vine 8 1 -
Dasar Fap [ 1 L
Al don Tl ®
Tarun Asggacen ™
e ¢ ) o
L AN Pe T DUk WA DUED PEMPOraT GeNgan N0 ENT et isliedear e ... I
2an Moonar St serahiir Momar ;... {19]
i e T B T L L
o n . N -
I seadesn ks pads schir Suian pelporan
t g Tuna & ben e L3 o
2 Ueng & mkening beok Sempk Catar Rk Kas 3 Reiing) A an
: A s 5 03
o Sellan ras
T Sabia Atk DF Mas (A1) R RL
2 e LT B - o8
T =hh e L 0%
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PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Bab ini membahas tentang tata cara penatausahaan dokumen vyang
dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan terkait dengan kegiatannya. Setelah
membaca bab ini, pembaca diharapkan :

1. Memahami Tata Cara Penatausahaan Surat-surat Berharga

2. Memahami Tata Cara Penetausahaan Arsip

PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA

Pejabat  Perbendaharaan  bertanggungjawab  atas  penyelenggaran
penatausahaan dokumen transaksi keuangan Pemerintah yang dilakukannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan 3! . Dalam hal
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang bersifat fungsional, maka
bendahara pengeluaran wajib melaksanakan penatausahaan surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hak tagih dan penyetoran ke Rekening Kas

Negara.

Masing-masing surat berharga tersebut mempunyai tahapan tersendiri dalam

pengelolaan yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan.

I. PENATAUSAHAAN ARSIP

31 pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
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Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga
Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara®?,

Berdasarkan definisi tersebut, bendahara pengeluaran yang bertugas untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam
pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga wajib
melaksanakan penataan arsip guna memastikan setiap kegiatan atau peristiwa

yang tergambarkan dari sisi keuangan terekam jelas.

Arsip dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:
1. Arsip Dinamis
Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
Pengelolaan arsip dinasmis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Arsip
dinamis meliputi :
a. Arsip Vital
Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta

32 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
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arsip, tidak dapat diperbarui dan terdantikan apabila rusak
dan hilang.
b. Arsip Aktif
Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi dan/atau terus menerus.
c. Arsip Inaktif
Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
telah menurun.
2. Arsip Statis
Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki  nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung

jawab lembaga kearsipan.

Pada UU Nomor 43 Tahun 2009, selain mengatur tentang penatausahaan arsip,
juga mengatur tentang Ketentuan Saksi dan Pidana jika pejabat yang
bertanggungjawab tidak melaksanakan kearsipan dengan benar.
1. Ketentuan Pemberian Sanksi
Terhadap Pejabat dan/atau pelaksana yang melakukan pelanggaran
dalam penyelenggaraan kearsipan dalam UU No. 43 tahun 2009 diatur
sanksi sebagai berikut :
e Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4),
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Pasal 27 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis. Apabila selama 6 (enam) bulan
tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana dikenai
sanksi administratif berupa penundaaan kenaikan gaji berkala untuk
paling lama 1 (satu) tahun. Selanjutnya apabila selama 6 (enam)
bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau
pelaksana dikenai sanksi administratif berupa penundaaan kenaikan
pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

e  Pasal 79 (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)
dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis. Apabila selama
6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau
pelaksana dikenai sanksi administratif berupa penurunan gaji
sebesarsatu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)
tahun. Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan
perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana dikenai sanksi administratif
berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih
rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

e Pasal 80 (1) Pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(4), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Apabila selama 6
(enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi
dan/atau pelaksana dikenai sanksi administratif berupa penurunan

pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama
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1 (satu) tahun. Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak
melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana

dikenai sanksiadministratif berupa pembebasan dari jabatan.

2. Ketentuan Pidana

Terhadap Pejabat dan/atau pelaksana yang melakukan pelanggaran

dalam penyelenggaraan kearsipan dalam UU No. 43 tahun 2009 dapat

diberikan sanksi pidana sebagai berikut :

e Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki
arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak
berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah).

e Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis
kepada pengguna arsip yang tidak berhak dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

e Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan,
keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk
kepentingan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).

e Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan

pelaporan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
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tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

e Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip
tertutup dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah).

e Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar
prosedur yang benar dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

e  Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang
memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah
ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

e Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari
kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
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BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM

Pada instansi yang menerapkan Pola Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, terdapat bendahara pengeluaran dan bendahara
penerimaan. Bendahara Penerimaan bertugas untuk menatausahakan seluruh
uang/surat berharga yang sudah menjadi hak BLU. Bendahara Penerimaan
mengalihkan uang/surat berharga yang dikelolanya menjadi deposito dan/atau
investasi jangka pendek setelah mendapat perintah dari pemimpin BLU atau
pejabat yang ditunjuk. Bendahara Penerimaan menyalurkan uang kepada
Bendahara Pengeluaran berdasarkan perencanaan dan/atau permintaan dana

dengan perintah dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu menjelaskan dan
memahami penatausahaan uang/surat berharga yang dilaksanakan oleh

Bendahara Penerimaan BLU

PETUNJUK TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN BLU

Teknis pembukuan bagi Bendahara Penerimaan adalah pembukuan terkait
uang pendapatan yang sudah menjadi hak BLU dan pengelolaannya yang
berupa deposito dan investasi jangka pendek. Adapun pembukuannya diatur

sebagai berikut:

1. Pada saat DIPA diterima, estimasi/target penerimaan dibukukan langsung
pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.

2. Pada saat diterima bukti pendapatan BLU, pendapatan dibukukan di sisi
debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pendapatan,
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serta dicatat sebagai realisasi pada Buku Pengawasan Anggaran

Pendapatan.

3. Pada saat Bendahara Penerimaan menyalurkan dana kepada Bendahara
Pengeluaran, dana dibukukan di sisi debet dan kredit (inout) pada BKU, di
sisi debet pada Buku Pembantu Uang di Bendahara Pengeluaran dan di sisi
kredit pada Buku Pembantu Kas.

4. Berdasarkan otorisasi pejabat berwenang, pada saat pendapatan yang
diperoleh dijadikan sebagai deposito, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-
out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Deposito dan di sisi kredit
pada Buku Pembantu Kas.

5. Pada saat deposito tersebut dicairkan dan kembali ke kas Bendahara
Penerimaan beserta kelebihannya, pembukuannya sebagai berikut:

a. di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, sisi debet pada Buku
Pembantu Kas dan disisi kredit pada Buku Pembantu Deposito sebesar
pokok uang yang di depositokan.

b. di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu
Pendapatan sebesar kelebihan dari deposito tersebut.

6. Berdasarkan otorisasi pejabat yang berwenang, pada saat pendapatan
yang diperoleh dijadikan investasi jangka pendek, dibukukan di sisi debet
dan kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Investasi
Jangka Pendek dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas.

7. Pada saat Investasi Jangka Pendek tersebut dicairkan dan kembali ke kas
Bendahara Penerimaan beserta kelebihannya, pembukuannya sebagai

berikut:
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a. di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, sisi debet pada Buku
Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Investasi Jangka
pendek sebesar pokok uang yang di depositokan.

b. di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu

Pendapatan sebesar kelebihan dari Investasi Jangka pendek tersebut.
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APENDIKS

A

Alokasi

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut
Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran
yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil
pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara
hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Arsip Data Komputer (ADK)

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip
data dalam bentuk softcopy vyang disimpan dalam media
penyimpanan digital.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektro-magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

B

Bagan Akun Standar (BAS)

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun
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secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan
pemerintah.

BAS terdiri atas segmen-segmen dan atribut. Segmen adalah bagian
dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi yang
diakses oleh sistem aplikasi. Sedangkan atribut adalah kode
tambahan pada BAS yang mengacu pada Segmen. BAS tidak hanya
bermanfaat pada saat pelaksanaan anggaran semata, namun dimulai
saat perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Barang Milik Negara (BMN)
Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Belanja Negara

Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari Kas Negara.

C
D

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai
acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

DIPA terdiri atas: (1) DIPA Induk; dan (2) DIPA Petikan. DIPA Induk
adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut
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unit eselon | K/L yang memiliki alokasi anggaran (portofolio). DIPA
Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar
pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa
Bendahara Umum Negara. Sementara, DIPA Petikan berfungsi
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan
dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara
Umum Negara.

E

——Tom

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian
fungsi Kuasa BUN.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang disingkat
KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan vyang berisi
penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di
mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.
Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan,
ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan
dari suatu kegiatan. KAK dalam bahasa Inggris adalah Term Of
Reference yang disingkat TOR.

KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan
yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian
Negara/Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan
tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan,
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pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan
biaya kegiatan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan  merumuskan  kebijakan = Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

M
N
@)

Pagu

Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu
Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan
kepada Kernenterian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

Pejabat Perbendaharaan Negara

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga.
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Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara
dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN
adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja
yang ditetapkan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya

disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan
tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
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Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Petunjuk Operasional Kegiatan atau disingkat POK adalah dokumen
yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA(Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran).

Q
R

Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang
diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan
tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian
anggaran Kementerian/Lembaga.

S

Satuan Kerja

Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah
yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang
dibangun guna mendukung pelaksanaan SPAN pada tingkat Instansi
dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran,
bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger, dan pelaporan,
dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. SAKTI



merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan
pada tingkat satuan kerja (satker) sebelumnya. Selain
menggabungkan beberapa aplikasi yang dahulunya terpisah-pisah
juga mengadopsi proses bisnis yang baru sesuai dengan proses bisnis
yang dianut oleh SPAN.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem
terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan
anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen
anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa,
manajemen  pembayaran, manajemen penerimaan negara,
manajemen kas, dan pelaporan.

Dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat,
terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN, Ditjen
Perbendaharaan meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM-SPAN). Aplikasi OM-SPAN merupakan aplikasi yang
digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam SPAN dan
menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan
berbasis web.

Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
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